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ABSTRAK

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDIBADAN PENDAPATAN DAERAH DELISERDANG)

Putri Nur Hasanah Halawa
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
nurhasanahputri@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan
Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda
menggunakan aplikasi SPSS. Pengumpulan data dilakukan melalui metode
dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi bulanan
Penerimaan Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah, dan Laporan Kinerja
Keuangan Daerah periode 2021-2023, sehingga diperoleh 36 observasi data
bulanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel
intervening yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah
dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan, yang mengindikasikan bahwa pengaruh
Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan bersifat
langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil
penelitian ini, disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan
reformasi sistem administrasi perpajakan, melakukan intensifikasi dan
ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta kepada Pemerintah Daerah
untuk merumuskan strategi diversifikasi dan optimalisasi seluruh komponen
Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal dan kinerja
keuangan berkelanjutan daerah.

Kata Kunci : Pajak Air Tanah, Kinerja Keuangan Berkelanjutan,
Pendapatan Asli Daerah
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ABSTRACT

THE EFFECT OF GROUNDWATER TAX REVENUE ON
SUSTAINABLE FINANCIAL PERFORMANCE WITH
REGIONALORIGINALREVENUE ASANINTERVENING
VARIABLE(ASTUDYATTHEREGIONALEVENUE
AGENCY OF DELI SERDANG REGENCY)

Putri Nur Hasanah Halawa
Department of Accounting
Faculty of Economics and Business
Muhammadiyah University of North Sumatera
nurhasanahputri@gmail.com

This research aims to examine and analyze the effect of Groundwater Tax
Revenue on Sustainable Financial Performance with Regional Original Revenue
as an intervening variable at the Regional Revenue Agency of Deli Serdang
Regency. The research method used is a quantitative approach with multiple
linear regression analysis techniques using the SPSS application. Data collection
was carried out through documentation methods using secondary data in the form
of monthly realization reports of Groundwater Tax Revenue, Regional Original
Revenue, and Regional Financial Performance Reports for the 2021-2023 period,
resulting in 36 monthly data observations. The research results show that
Groundwater Tax Revenue has a positive and significant effect on Sustainable
Financial Performance. Meanwhile, Regional Original Revenue does not play a
significant intervening variable role in the relationship between Groundwater Tax
Revenue and Sustainable Financial Performance, indicating that the effect of
Groundwater Tax Revenue on Sustainable Financial Performance is direct without
mediation through Regional Original Revenue. Based on these research findings,
it is recommended that the Regional Revenue Agency reform the tax
administration system, conduct intensification and extensification of Groundwater
Tax collection, and the Regional Government formulate diversification and
optimization strategies for all components of Regional Original Revenue to
enhance fiscal independence and sustainable regional financial performance.

Keywords : Groundwater Tax, Sustainable Financial Performance, Regional
Original Revenue
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja Keuangan daerah merupakan gambaran sejauh mana pemerintah
daerah mampu mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan
berkelanjutan. Menurut (Febriyanti, 2022), kinerja keuangan daerah merupakan
tolok ukur penting keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran
yang ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan dan efisiensi
dalam pengelolaan anggaran. Kinerja keuangan yang berkelanjutan sangat penting
agar pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas fiskal jangka panjang,
memenuhi kebutuhan pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang
konsisten.

Dalam konteks otonomi daerah, kinerja keuangan menjadi tolak ukur
penting keberhasilan pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kinerja keuangan
baik ditandai dengan efektivitas dalam menggali potensi pendapatan, efisinesi
dalam pengelolaan anggara, serta kemandirian dalam membiayai kebutuhan
daerah tanpa terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Dengan demikian,
kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan menjadi syarat utama bagi daerah
dalam mewujudkan pembangunan yang mandiri dan berkesinambungan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah
yang mencermikan kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Undang Undang
Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain



lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli
Daerah terhadap total pendapan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat
kemandirian fiskal didaerah tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan
Asli Daerah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kinerja
keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang
merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola, merencanakan,
serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak.
Bapenda memiliki fungsi penting dalam memastikan penerimaan daerah sesuai
dengan target yang ditetapkan, melalui kegiatan pemungutan, pengawasan, hingga
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Oleh karena itu, kinerja Bapenda
sangat menentukan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan kinerja

keuangan berkelanjutan daerah.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab. Deli
Serdang Tahun 2021 — 2023 (dalam Rupiah)

Bulan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Anggaran | Realisasi | Persentase | Anggaran | Realisasi | Persentase | Anggaran | Realisasi | Persentase
(%) (%) (%)
Januari 118,5M 60 M 50,6 % 125,7M 67M 53,3 % 1382 M 68 M 49,2 %
Februari 102,3M 62 M 60,6 % 108,9 M 70 M 64,2 % 1154 M 71 M 61,5%
Maret 1452 M 66 M 45,4 % 139,4 M 75 M 53,8 % 149,7M 75 M 50,1 %
April 97,8 M 72M 73,6% 115,6 M 81 M 70,0 % 107,8 M 81 M 75,1 %
Mei 133,6 M 75M 56,1 % 1472 M 84 M 57,0 % 136,5M 84 M 61,5%
Juni 1214 M 78 M 64,2 % 103,8 M 88 M 84,7 % 1223 M 89M 72,7 %
Juli 156,7M 81 M 51,6 % 1325 M 91 M 68,6 % 1559 M 92 M 59,0 %
Agustus 1092 M 83 M 76,0 % 1193 M 93 M 77,9 % 118,6 M 94 M 79,2 %
September | 1289 M 85 M 65,9 % 141,7M 95M 67,0 % 131,7M 96 M 72,8 %
Oktober 142,1 M 87T M 61,2 % 1264 M 98 M 77,5 % 1438 M 9 M 68,8 %
November | 114,8 M 90 M 78,3 % 1349 M 102 M 75,6 % 1284 M 102 M 79,4 %
Desember 130,5M 87T M 66,6 % 108,6 M 97T M 89,3 % 142,7M 93 M 65,1 %
Total 1,501 T 926 M 61,6 % 1,504 T 1,041 T 69,2 % 1,591 T 1,049 T 65,9 %

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023)




Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat adanya permasalahan serius
terkait efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Deli Serdang selama
periode 2021-2023. Meskipun secara nominal terjadi peningkatan realisasi dari Rp
926 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 1,041 T di tahun 2022 dan Rp 1,049 T
pada tahun 2023, namun tingkat efektivitas PAD menunjukkan fluktuasi yang
mengkhawatirkan. Capaian efektivitas PAD hanya mencapai 61,6% pada tahun
2021, kemudian meningkat menjadi 69,2% di tahun 2022, dan menurun menjadi
65,9% pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya
peningkatan, pertumbuhan efektivitas PAD tidak menunjukkan akselerasi yang
signifikan dan masih jauh di bawah standar optimal minimal 90% yang ditetapkan
oleh (Halim & Kusufi, 2014), mengindikasikan adanya permasalahan mendasar
dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Analisis lebih mendalam terhadap pola realisasi bulanan mengungkapkan
adanya ketidakstabilan yang konsisten sepanjang periode pengamatan. Pada tahun
2021, persentase capaian berfluktuasi antara 50% hingga 76%, dengan pola yang
cenderung stagnan di kisaran 60-66% selama sebagian besar tahun. Tahun 2022
menunjukkan perbaikan dengan rentang persentase antara 50% hingga 80%,
namun pola fluktuasi tetap terjadi tanpa menunjukkan tren peningkatan yang
konsisten dari bulan ke bulan. Demikian pula pada tahun 2023, meskipun terdapat
beberapa bulan dengan capaian di atas 75%, namun fluktuasi tetap terjadi dengan
rentang persentase antara 50% hingga 70%. Ketidakstabilan ini mengindikasikan

lemahnya konsistensi dalam strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan



daerah, serta menunjukkan ketidakmampuan dalam mempertahankan momentum
penerimaan yang stabil sepanjang tahun anggaran.

Fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya penurunan
drastis pada bulan Desember di setiap tahun pengamatan, yang menunjukkan pola
sistematis yang berulang. Bulan Desember 2021 mencatat capaian terendah
sebesar 66,6% dengan realisasi hanya Rp 87 miliar dari target Rp 130,5 miliar,
Desember 2022 menunjukkan perbaikan dengan capaian 89,3% (Rp 97 miliar dari
target Rp 108,6 miliar), namun Desember 2023 kembali mengalami penurunan
tajam menjadi 65,1% (Rp 93 miliar dari target Rp 142,7 miliar). Pola penurunan
ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam perencanaan dan
eksekusi anggaran, dimana target yang ditetapkan di akhir tahun cenderung tidak
realistis atau terdapat kendala sistemik dalam proses pemungutan. Kondisi ini
mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan anggaran dengan
kapasitas riil dalam pencapaian target, yang pada akhirnya mengancam stabilitas
dan prediktabilitas penerimaan daerah sebagai fondasi penting dalam mewujudkan
kinerja keuangan berkelanjutan.

Dalam konteks kinerja keuangan berkelanjutan, ketidakstabilan efektivitas
PAD ini bertentangan dengan prinsip fiscal sustainability yang dikemukakan oleh
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2015). OECD
mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai kemampuan pemerintah dalam
mempertahankan kebijakan fiskal jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis

keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan publik. Fluktuasi yang terjadi di



Kabupaten Deli Serdang menunjukkan ketidakprediktabilan dalam pengelolaan
keuangan yang dapat mengancam stabilitas fiskal jangka panjang.

Menurut (Rizky et al., 2023), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat
bergantung pada konsistensi dan stabilitas dalam proses pemungutan, dimana
fluktuasi ekstrem dalam penerimaan pajak mengindikasikan lemahnya
infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak terstandarisasi.
Data yang menunjukkan ketidakstabilan efektivitas PAD mengindikasikan bahwa
Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi kriteria ini. Ketidakprediktabilan
dalam penerimaan PAD dapat mengganggu perencanaan pembangunan jangka
panjang dan berpotensi menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap
dana transfer dari pemerintah pusat.

Paradoks antara surplus anggaran dengan rendahnya efektivitas PAD
menunjukkan bahwa surplus yang terjadi bersifat semu dan bukan merupakan
hasil dari efisiensi pengelolaan keuangan. Menurut (Hidayat, 2024) surplus
anggaran yang berkelanjutan harus didasarkan pada kemampuan riil daerah dalam
mengoptimalkan potensi pendapatan, bukan karena penetapan target yang terlalu
konservatif, sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang sesungguhnya.

Dari perspektif teori kemandirian fiskal, (Halim, 2014) menyatakan bahwa
daerah dengan kinerja keuangan berkelanjutan harus mampu menunjukkan tren
peningkatan kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap total pendapatan asli
daerah secara konsisten. Fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang justru
menunjukkan ketidakmampuan dalam menjaga konsistensi pencapaian, yang

dapat berdampak pada menurunnya tingkat kemandirian fiskal daerah.



Implikasi dari kondisi ini adalah meningkatnya risiko ketidakstabilan
keuangan daerah dalam jangka panjang. Ketidakmampuan  dalam
mempertahankan efektivitas PAD yang konsisten dapat mengganggu kemampuan
pembiayaan pembangunan berkelanjutan, mengurangi ruang fiskal untuk investasi
infrastruktur, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena
itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan komponen-
komponen PAD, termasuk di dalamnya adalah peningkatan efektivitas
pemungutan pajak daerah seperti Pajak Air Tanah yang memiliki potensi strategis
dalam mendukung kinerja keuangan berkelanjutan.

Salah satu jenis pajak daerah yang berperan strategis adalah pajak air
tanah. Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh
individu maupun badan usaha sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pajak
Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, tetapi juga memiliki nilai startegis karena berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya alam yang terbatas. Oleh sebab itu, optimalisasi pemungutan Pajak
Air Tanah dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus menjaga
keberlanjutan lingkungan.

Dalam kerangka kinerja keuangan daerah, Pajak Air Tanah memiliki
potensi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta efisiensi
pengelolaan sumber daya. Pajak ini juga mencerminkan peran daerah dalam
mengatur pemanfaatan air tanah agar lebih terukur dan berkeadilan. Dengan
pengelolaan yang optimal, Pajak Air Tanah dapat menjadi salah satu penopang

penting Pendapatan Asli Daerah sehingga berdampak positif terhadap pencapaian



kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.

Namun, realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang
selama periode 2021-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2022
mencatatkan capaian yang melampaui target, tetapi pada tahun 2021 dan 2023
realisasinya jauh di bawah target. Fluktuasi ini menandakan masih adanya
seperti

permasalahan dalam pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah,

kurang optimalnya pendataan wajib pajak, lemahnya pengawasan, atau
menurunnya aktivitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan
starategi intensifikasi agar Bapenda mampu meningkatkan penerimaan pajak
secara konsisten untuk mendukung kinerja keuangan berkelanjutan daerah.

Tabel 1. 2 Laporan Realisasi Pajak Air dan Tanah Daerah Kab.Deli Serdang
Tahun 2021 - 2023

Bulan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Anggaran | Realisasi | Persentase | Anggaran | Realisasi | Persentase | Anggaran | Realisasi | Persentase
(%) (%) (%)
Januari 1,62M 448 Jt 27,6 % 1,55M 469 It 30,2 % 1,76 M 1M 56,8 %
Februari 1,57 M 587 It 373 % 1,51 M 516 Jt 34,1 % 1,73M 991 Jt 57,2 %
Maret 1,59 M 514 1t 32,3% 2,52 M 714 Jt 28,3% 2,73 M 986 Jt 36,1 %
April 1,58 M 543 Jt 34,3 % 3,51 M 2,1 M 59,8 % 1,72M 742 Jt 43,1 %
Mei 1,6 M 449 Jt 28,0 % 4,63 M 32M 69,1 % 2,74 M 1,LIM 40,1 %
Juni 1,59 M 624 Jt 39,2 % 424 M 3,1 M 73,1 % 1,73 M 771 1t 44,5 %
Juli 1,59 M 440 Jt 27,6 % 453 M 2,1 M 46,3 % 1,74 M 861 Jt 49.4 %
Agustus 1,59 M 359 Jt 22.5% 472 M 2,1 M 44,4 % 2,73 M 1M 36,6 %
September | 1,58 M 677 It 42,8 % 4,13 M 1,6 M 38,7 % 1,96 M 609 Jt 31,0 %
Oktober 1,59 M 542 It 34,0 % 5,52 M 3,6 M 65,2 % 1,83 M 780 Jt 42,6 %
November | 1,58 M 732 Jt 46,3 % 452 M 784 Jt 17,3 % 1,73 M 459 Jt 26,5 %
Desember | 1,58 M 469 Jt 29,6 % 321 M 1,3M 40,4 % 2,88 M 1,LIM 38,1 %
Total 19M 6M 31,5% 44,59 M 22,1 M 49,5 % 2528 M 10,5M 41,5 %

Sumber : (Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, 2023)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, terungkap fenomena volatilitas ekstrem
dalam penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang yang sangat
mengkhawatirkan dari perspektif pengelolaan keuangan daerah. Fluktuasi yang

terjadi menunjukkan pola yang sangat tidak stabil, dimulai dari capaian yang




sangat rendah pada tahun 2021 sebesar 31,5% dengan realisasi hanya Rp 6 miliar
dari target Rp 19 miliar, kemudian mengalami lonjakan drastis menjadi 49,5%
pada tahun 2022 dengan realisasi Rp 22,1 miliar yang melampaui target Rp 44,59
miliar, dan kembali turun secara signifikan menjadi 41,5% pada tahun 2023
dengan realisasi Rp 10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar. Volatilitas ekstrem ini
mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang serius dalam sistem
pengelolaan dan pemungutan Pajak Air Tanah, termasuk lemahnya infrastruktur
administrasi pajak, ketidakadekuatan dalam pendataan wajib pajak, serta
inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan prosedur pemungutan yang
seharusnya terstandarisasi.

Fenomena underperformance pada tahun 2021 dengan capaian hanya
31,5% menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam identifikasi objek pajak
dan enforcement mekanisme pemungutan. Data bulanan tahun 2021 menunjukkan
konsistensi yang mengkhawatirkan dengan persentase capaian yang stagnan di
kisaran 22% hingga 42%, tanpa ada upaya signifikan untuk meningkatkan kinerja
hingga akhir tahun yang tetap rendah di 29,6%. Sebaliknya, fenomena
overachievement pada tahun 2022 yang mencapai 49,5% justru mengindikasikan
lemahnya perencanaan anggaran, dimana target yang ditetapkan terlalu
konservatif atau terdapat faktor eksternal yang tidak terprediksi dalam proses
penetapan anggaran.

Penurunan drastis dari 49,5% pada tahun 2022 menjadi 41,5% pada tahun
2023 semakin memperkuat argumen tentang ketidakstabilan sistemik dalam

pengelolaan Pajak Air Tanah yang berdampak pada ketidakprediktabilan



penerimaan daerah. Data bulanan tahun 2023 menunjukkan konsistensi yang lebih
baik dibandingkan tahun 2021 dengan persentase berkisar antara 26% hingga
57%, namun tetap jauh dari target yang ditetapkan dan tidak menunjukkan tren
perbaikan yang signifikan. Ketidakmampuan dalam mempertahankan tingkat
capaian yang konsisten mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam
mengelola sumber daya, mempertahankan database wajib pajak yang akurat, serta
mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Volatilitas
yang terjadi dalam tiga tahun terakhir ini sangat bertentangan dengan prinsip
certainty, consistency, dan predictability yang menjadi prasyarat fundamental
dalam sistem perpajakan daerah yang efektif, sehingga menciptakan
ketidakpastian dalam perencanaan anggaran dan berpotensi mengganggu
kontinuitas program pembangunan yang pada akhirnya mengancam tercapainya
kinerja keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut teori administrasi pajak yang dikemukakan oleh (Bird & Zolt,
2005), efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi
dan predictability dalam proses pemungutan. Fluktuasi yang sangat ekstrem
seperti yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang mengindikasikan lemahnya
infrastruktur administrasi pajak, termasuk sistem pendataan wajib pajak,
mekanisme pengawasan, dan prosedur pemungutan yang tidak terstandarisasi.
Ketidakstabilan ini bertentangan dengan prinsip dasar administrasi pajak yang
efektif yang mensyaratkan adanya certainty dan consistency dalam
pelaksanaannya. Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, (Mahmudi, 2019)

menjelaskan bahwa stabilitas dan predictability dalam penerimaan pajak daerah
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merupakan prasyarat fundamental untuk sustainable fiscal management.
Ketidakstabilan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah dapat
mengganggu proses perencanaan pembangunan dan mengurangi efektivitas
otonomi daerah dalam membiayai program-program prioritas.

Lebih lanjut, (Novita & Arza, 2024) menekankan bahwa fluktuasi yang
ekstrem dalam penerimaan pajak daerah mengindikasikan inkonsistensi dalam
upaya pemungutan pajak (tax effort), yang dapat menggambarkan lemahnya
komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor
eksternal yang mempengaruhi kinerja pemungutan. Ketidakmampuan dalam
mempertahankan tingkat effort yang konsisten dapat menggambarkan lemahnya
komitmen institusional, kurangnya kapasitas teknis, atau adanya faktor-faktor
eksternal yang tidak terkontrol yang mempengaruhi kinerja pemungutan.

Pendapat (Fernandes & Putri, 2022) menambahkan bahwa volatilitas
dalam penerimaan pajak daerah dapat disebabkan oleh lemahnya sistem informasi
perpajakan, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, serta belum optimalnya
koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan pemungutan pajak.
Kondisi ini memerlukan reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak
daerah untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Implikasi dari volatilitas Pajak Air Tanah ini terhadap kinerja keuangan
berkelanjutan sangat signifikan. Ketidakprediktabilan dalam komponen PAD
dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran, mengganggu
kontinuitas program pembangunan, dan berpotensi menciptakan fiscal gap yang

dapat mengancam stabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan
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reformasi komprehensif dalam sistem pengelolaan Pajak Air Tanah, termasuk
perbaikan database, penguatan kapasitas institusi, dan implementasi sistem
monitoring dan evaluasi yang lebih efektif untuk mendukung tercapainya kinerja
keuangan berkelanjutan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti
dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap
Kinerja Keuangan Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai
Variabel Intervening (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Deli

Serdang)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat efektivitas PAD mengalami penurunan dan tidak mencapai batas minimal

90%.
2. Jumlah realisasi PAD belom mencapai target.
3. realisasi penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan
Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang?

2. Apakah ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan
Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel
intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah

terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang,
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Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah
terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebagai variabel intervening pada Badan Pendapatan Daerah Deli

Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.

Bagi Pemerintah

Sebagai masukann dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan Pajak
Air Tanah sebagai salah satu sumber PAD yang potensial.

Bagi Badan Pendapatan Daerah.

Sebagai Bahan Evaluasi serta dasar dalam merumuskan kebijakan Pajak untuk
meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Bagi Peneliti

Menambah Wawasan dan pemahaman penulis mengenai hubungan antara
Penrimaan Pajak Daerah dengan Kinerja Keuangan secara Berkelanjutan
Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti

masalah yang sama.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Menurut (Setiawan et al., 2025) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah
gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang
mencakup aspek penghimpunan dan penyaluran dana dan diukur melalui indikator
kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas perusahaan. Sedangkan menurut
(Mangkona et al., 2023) menjelaskan kinerja keuangan sebagai gambaran kondisi
keuangan perusahaan yang dapat diketahui dari laporan keuangan yang
mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan
sumber dayanya. Sementara itu menurut (Mulyadi, 2023) mengartikan kinerja
keuangan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu
organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan
merupakan gambaran efektivitas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola
sumber daya keuangan melalui laporan keuangan yang mencerminkan kesehatan
dan pencapaian finansial perusahaan dalam periode tertentu. Perkembangan
konsep kinerja keuangan kemudian melahirkan paradigma baru yang lebih
komprehensif, yaitu kinerja keuangan berkelanjutan (sustainable financial
performance), yang tidak hanya mengukur pencapaian target periode berjalan

tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
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Menurut (Zhao et al., 2023), Kinerja keuangan berkelanjutan mengacu pada
kemampuan perusahaan untuk menciptakan kinerja ekonomi sambil mencapai
tujuan lingkungan dan sosial secara bersamaan. Kinerja Keuangan Berkelanjutan
merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menajaga stabilitas keuangan
jangka panjang dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan
kemandirian fiskal. Menurut (Halim & Kusufi, 2004), Kinerja Keuangan dapat
diukur melalui efektivitas realisasi pendapatan, efisiensi pengelolaan anggaran,
dan tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menekankan bahwa Kinerja Keuangan
yang berkelanjutan bukan hanya dilihat dari pencapaian target jangka pendek,
tetapi juga dari kemampuan daerah dalam menjaga kesinambungan fiskal untuk
mendukung pembangunan daerah secara terus menerus.

Dalam perspektif global, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan (OECD,2015) mendefinisikan keberlanjutan fiskal sebagai
kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal jangka Panjang
tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan maupun penurunan kualitas pelayanan
publik. Sejalan dengan itu, Brixi dan Shick (2002) menyatakan bahwa sustainable
public finance berarti pemerintah mampu memenuhi kewajiban jangka
panjangnya, termasuk dalam membiayai pelayanan publik, tanpa mengorbankan
stabilitas keuangan daerah di masa depan. Dengan demikian, Kinerja Keuangan
berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pencapaian target keuangan
saat ini dengan kapasitas fiskal untuk mempertahankan kinerja di masa

mendatang.
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2.1.2 Indikator Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat diukur dengan menggunakan
beberapa indikator utama. Menurut (Mahmudi, 2016), salah satu indikator penting
adalah Rasio Kemandirian Fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan sejauh
mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan,
pembangunan,dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengandalkan
kemampuan keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak
eksternal. Rasio kemandirian fiskal yang semakin tinggi menunjukkan bahwa
pemerintah daerah semakin mampu mengelola keuangannya secara mandiri,
sehingga kinerja keuangan berkelanjutan dapat dikatakan semakin baik.
Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam
mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak
daerah dan retribusi daerah, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya.
Selain kemandirian fiskal, indikator lain yang tidak kalah penting adalah
Rasio Ketergantungan Keuangan, yaitu perbandingan antara dana transfer dari
pemerintah pusat atau provinsi dengan total pendapatan daerah. Rasio
ketergantungan keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah masih
bergantung pada sumber dana eksternal untuk membiayai kegiatan operasional
dan pembangunan daerahnya. Menurut (Mahmudi, 2016), rasio ketergantungan
keuangan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut masih sangat
bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang mengindikasikan rendahnya

kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya.



16

Sebaliknya, rasio ketergantungan yang rendah mencerminkan kinerja keuangan
yang lebih baik dan berkelanjutan, karena pemerintah daerah lebih mampu
membiayai kebutuhan pembangunannya dengan mengandalkan sumber
pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga tidak mudah
terpengaruh oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan
berkelanjutan adalah Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio
desentralisasi fiskal mengukur tingkat kewenangan dan kemampuan pemerintah
daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya
sendiri sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut (Mahmudi,
2016), rasio desentralisasi fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan
desentralisasi fiskal di daerah tersebut berjalan dengan baik, yang berarti
pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Semakin tinggi rasio
desentralisasi fiskal, maka semakin besar pula kontribusi Pendapatan Asli Daerah
terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kemandirian dan
keberlanjutan kinerja keuangan daerah dalam jangka panjang. Rasio ini penting
untuk menilai keberhasilan implementasi otonomi daerah dan kemampuan
pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan

berkelanjutan.
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2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerahnya
sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain berasal dari hasil pajak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak sangat berperan
penting bagi penerimaan kas negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya
untuk meningkatkan dan menggali potensi yang ada. Dengan adanya pendapatan
asli daerah diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap
bantuan pusat, karena itu daerah diberikan wewengan untuk lebih menggali potensi

daerahnya masing masing agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, terkaitan
perimbangan keuangan daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan yang diterima daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang- undangan.
Berikut adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkan aturan
pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang

balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanannya dipaksakan.
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2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang secara sah sebagai
pembayaranya pemakaian atas memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik
pemerintah daerah yang bersangkutan dengan kata lain retribusi daerah adalah
pengembalian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk
memenuhi permintaan masyarakat.

3. Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
Hasil kekayaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih daerah
berupa dana pembangunan daerah untuk anggaran belanja daerah yang disetor
ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang memiliki sifat dalam suatu
kesatuan produksi, menambah pendapatan daerah, menyelenggarakan
pemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak
terasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-
lain pendapaan daerah yang sah memiliki sifat pembuka bagi pemerintah
daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan yang bertujuan untuk

menunjang dan menetapkan kebajikan daerah disuatu bidang tertentu.

2.3 Pajak Daerah
Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan

Undang-Undang, bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung
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kepada pembayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
pemerintah demi kesejahteraan rakyat (Mardiasmo,2016). Pajak memiliki dua
fungsi utama, yaitu fungsi budgetair sebagai sumber pendapatan bagi negara
maupun daerah, serta fungsi regulerend sebagai alat pengatur perekonomian dan
perilaku masyarakat (Harjo,2013).

Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kemudian memperbarui
ketentuan mengenai jenis dan mekanisme pemungutan pajak daerah agar lebih
sederhana dan terintegrasi.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Pajak ini menjadi instrumen penting untuk mendukung
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD,
maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena
itu, optimalisasi pemungutan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap

kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta
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dalam mendukung kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.
2.3.1 Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa Pajak
Air Tanah merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air yang ada di bawah permukaan tanah. Pajak ini dikenakan atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan.
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah yang ditetapkan
berdasarkan volume atau jumlah pengambilan, kualitas air, serta lokasi sumber
air.

Menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah
memiliki peran ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan (budgetair function) dan
sebagai instrumen pengendalian (regulerend function). Dalam konteks budgetair,
Pajak Air Tanah berfungsi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan
dalam konteks regulerend, pajak ini berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan
air tanah agar tidak berlebihan serta memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Dengan demikian, Pajak Air Tanah tidak hanya berkontribusi terhadap
penerimaan daerah, tetapi juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya

alam secara berkelanjutan.
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2.3.2 Objek dan Pengecualian Pajak Air Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan bahwa
Objek dari Pajak Air Tanah (PAT) adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air tanah. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip polluter pays
principle (PPP) yang dikemukakan oleh Pigou (1920), di mana masalah eksternal
yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam harus ditransformasikan
menjadi biaya internal bagi pihak yang memanfaatkannya. Dalam konteks air
tanah, pemanfaatan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti
penurunan muka air tanah, intrusi air laut, dan kerusakan lingkungan.

Namun, terdapat beberapa objek yang dikecualikan atau tidak dikenai pajak
air tanah, di antaranya:
1. Keperluan dasar rumah tangga
2. Pengairan pertanian rakyat
3. Perikanan rakyat
4. Peternakan rakyat
5. Keperluan keagamaan
6. Keperluan pemadam kebakaran
7. Keperluan Pemerintah, Pemerintah DKI Jakarta, dan Pemerintah Daerah

lainnya

Pengecualian ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana kebutuhan
dasar masyarakat tidak dibebani dengan pajak lingkungan. Hal ini sesuai dengan
temuan (Chien et al., 2021) yang menyatakan bahwa pajak lingkungan harus

dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi emisi polutan dan mengoptimalkan
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struktur energi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat menengah ke
bawah.

Sebagai ilustrasi, apabila seseorang menggunakan air tanah untuk keperluan
mandi atau mencuci dalam lingkup rumah tangga, aktivitas tersebut tidak
dikenakan pajak karena termasuk dalam keperluan dasar yang dikecualikan.
Namun, jika seseorang membuka usaha komersial seperti usaha cuci mobil atau
industri yang menggunakan air tanah sebagai sumber utama, maka wajib
membayarkan pajak air tanah. Pembedaan ini dimaksudkan agar pajak lingkungan
tidak membebani konsumsi dasar masyarakat, tetapi tetap efektif dalam
mengendalikan eksploitasi air tanah untuk kepentingan komersial.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Subjek PAT adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib PAT adalah orang
pribadi dan/atau badan yang berkewajiban membayar pajak tersebut. Identifikasi
subjek dan wajib pajak ini penting dalam konteks penegakan regulasi lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menjelaskan bahwa
regulasi lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi
inovasi, menerapkan pengetahuan eksternal, dan mengimplementasikan sistem
manajemen lingkungan. Dalam konteks PAT, subjek pajak diharapkan tidak
hanya memenuhi kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga mengadopsi praktik
pengelolaan air yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Pembedaan antara subjek dan wajib pajak juga memiliki implikasi hukum.

Subjek pajak merujuk pada entitas yang melakukan aktivitas pemanfaatan air
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tanah, sementara wajib pajak adalah pihak yang secara legal bertanggung jawab
atas pembayaran pajak. Dalam beberapa kasus, keduanya dapat merujuk pada
entitas yang sama, namun dalam situasi tertentu—misalnya dalam kontrak
penyewaan lahan—subjek dan wajib pajak dapat berbeda.

2.3.4 Penerapan Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2025) menyatakan Pajak Air
Tanah dikenakan tarif sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Penetapan tarif
ini merupakan hasil pertimbangan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek
teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Nilai perolehan air tanah dihitung dari hasil perkalian antara harga air baku
dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah, yang mencakup biaya
monitoring kualitas air, pengelolaan daerah resapan, dan upaya konservasi.
Sementara itu, bobot air tanah ditentukan berdasarkan beberapa faktor kritis,
yaitu:

1. Jenis sumber air: Air tanah dangkal atau dalam memiliki karakteristik dan
tingkat kerentanan yang berbeda

2. Lokasi sumber air: Wilayah dengan kelangkaan air memiliki bobot yang lebih
tinggi

3. Lokasi pengambilan air: Jarak dari daerah resapan dan zona konservasi

4. Volume air yang diambil: Semakin besar volume, semakin tinggi dampak

lingkungan
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5. Kualitas air: Air dengan kualitas lebih baik memiliki nilai ekonomi lebih
tinggi

6. Tingkat kerusakan lingkungan: Dampak penurunan muka air tanah dan
subsidensi

Pendekatan multi-faktor ini sejalan dengan temuan (Bashir et al., 2021) yang
menyatakan bahwa pajak lingkungan harus dirancang untuk mencerminkan biaya
eksternal dari pemanfaatan sumber daya alam, termasuk biaya pemeliharaan,
pengendalian, dan dampak lingkungan jangka panjang.

Lebih lanjut, penerapan tarif 20% ini dimaksudkan untuk menciptakan efek
insentif bagi pelaku usaha. Menurut (Zhao et al., 2023) pajak lingkungan yang
tepat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi hijau, meningkatkan
efisiensi penggunaan sumber daya, dan mencapai win-win situation antara
manfaat ekonomi dan lingkungan. Dalam konteks PAT, tarif ini diharapkan dapat
mendorong pengguna air tanah untuk:

1. Mengadopsi teknologi hemat air
2. Menggunakan sumber air alternatif seperti air hujan atau air daur ulang
3. Melakukan investasi pada sistem pengolahan air yang lebih efisien

4. Mengurangi pemborosan air dalam proses produksi

2.4 Hubungan Antar Variabel

Pajak daerah merupakan komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal suatu
daerah. Menurut Mardiasmo (2016), pajak memiliki fungsi budgetair yaitu

sebagai sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak Air
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Tanah, sebagai salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memiliki
peran strategis dalam meningkatkan PAD. Semakin besar penerimaan Pajak Air
Tanah yang berhasil dipungut, maka semakin besar pula PAD yang dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal
suatu daerah. Menurut Halim (2014), semakin besar kontribusi PAD terhadap
total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai
pengeluarannya. Oleh karena itu, penerimaan Pajak Air Tanah yang optimal akan
meningkatkan PAD, dan peningkatan PAD ini pada akhirnya berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, PAD dapat menjadi variabel
perantara yang menjembatani pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja
keuangan berkelanjutan.

Kinerja keuangan berkelanjutan menggambarkan kemampuan daerah dalam
menjaga efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal secara konsisten dari waktu
ke waktu. Menurut Halim dan Kusufi (2014), kinerja keuangan dapat dinilai
melalui rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian. Dalam perspektif global,
OECD (2015) menekankan bahwa keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability)
adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas keuangan jangka
panjang tanpa menimbulkan risiko krisis. Dengan demikian, penerimaan Pajak Air
Tanah yang meningkat, baik secara langsung maupun melalui kontribusinya

terhadap PAD, akan memperkuat kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Dea Juliana S | Pengaruh Penerimaan | Pajak hotel secara signifikan berpengaruh
Pajak Hotel Dan Pajak | terhadap pendapatan asli daerah. Pajak
Restoran Terhadap | restoran berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli | pendapatan asli daerah. Pajak hotel dan
Daerah Pajak restoran secara bersamaan memiliki
(PAD) Kabupaten Deli pengaruh signifikan terhadap pendapatan
Serdang. asli
daerah.
2 Herdiyani Pengaruh Pajak Hotel, | Pajak hotel memiliki arah positif namun
Restoran Dan  Air | tidak berpengaruh terhadap pendapatan aslj
Tanah Terhadap | daerah dan pajak restoran memiliki arah
Pendapatan Asli | positif namun tidak berpengaruh terhadap
Daerah  (PAD) Di | pendapatan asli daerah serta variabel pajak
Kabupaten Sleman air tanah memiliki arah positif tidak
berpengaruh terhadap pendapatan asli
daerah. Hasil dari pengujian simultan dari
variabel pajak hotel, restoran dan air tanah
berpengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah.

3 Siti Pengaruh Pajak Hotel, | Pajak Hotel berpengaruh signifikan
Hardiningtya | Pajak Restoran Dan | terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak
Yasmin Pajak Hiburan | Restoran berpengaruh signifikan terhadap

Terhadap Pendapatan | Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan
Asli  Daerah  Kota | berpengaruh signifikan terhadap
Medan Pendapatan Asli Daerah. Dan Pajak Hotel,
Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
berpengaruh signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota
Medan.

4 Kiki Clarisya Pengaruh Pajak Dan | Pajak Daerah berpengaruh signifikan

Widyawati Retribusi Daerah | positif terhadap Kinerja Keuangan
Terhadap Kinerja | Pemerintah Daerah, sedangkan Retribusi
Keuangan Pemerintah | Daerah berpengaruh signifikan negative
Daerah  Di Jawa | terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Tengah (Sebelum Dan | Daerah. Selain
Pada Saat Pandemi | itu, tidak terdapat perbedaan signifikan
COVID-19) yang terjadi terhadap Pajak dan Retribusi

Daerah sebelum dan pada saat pandemic
COVID-19. Namun, diketahui terdapat
perbedaan yang signifikan pada Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan pada
saatpandemicCOVID-19.
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2.5 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini disusun untuk
menjelaskan alur hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu Pajak Air Tanah (X),
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y).
Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki
kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi penerimaan
Pajak Air Tanah, maka semakin besar pula sumbangan PAD bagi daerah. Hal ini
sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak
berfungsi sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.

PAD sendiri mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Halim (2014)
menegaskan bahwa semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah,
semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan. Oleh karena
itu, Pajak Air Tanah dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah baik secara
langsung maupun tidak langsung melalui PAD. Peningkatan PAD akan
memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk
membiayai pelayanan publik dan pembangunan, sehingga dapat memperkuat
kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini diukur melalui
efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal (Halim & Kusufi, 2014). Dalam
perspektif OECD (2015), keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) merupakan
kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan jangka panjang tanpa

mengorbankan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kerangka pemikiran
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penelitian ini mengasumsikan bahwa Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap

kinerja keuangan berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui PAD

sebagai variabel intervening.

Penerimaan Pajak

Air Tanah

Pendapatan Asli
Daerah

Kinerja Keuangan
Berkelanjutan

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji

kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan

diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah

sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan

Berkelanjutan pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

2. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja

Keuangan

Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening

pada Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena berfokus pada data
numerik berupa laporan keuangan daerah yang kemudian dianalisisi dengan alat.
Menurut Sugiyono (2019), penelitian kuantitatif bertujuan menguji hipotesisi
melalui pengolahan data angka secara objektif. Dalam hal ini, penelitian
dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak air tanah (variabel X)
terhadap kinerja keuangan berkelanjutan (variabel Y) melalui pendapatan asli

daerah (PAD) sebagai intervening (Z).

Pendekatan yang digunakan adalah Asosiatif Kausal, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antar variable. Dalam
penelitian ini, Pajak Air Tanah (X) diduga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli
Daerah (Z) dan selanjutnya memengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y),

baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel digunakan untuk memberikan batasan yang
jelas mengenai konsep-konsep yang diteliti agar dapat diukur secara tepat sesuai
dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama, yaitu:

variabel independen (X), variabel intervening (Z), dan variabel dependen (Y).

29
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1. Penerimaan Pajak Air Tanah (X)

Penerimaan pajak air tanah merupakan jumlah pajak yang diterima pemerintah
dari pemanfaatn air tanah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Variabel
ini diukur melalui beberapa indokator, yaitu realisasi penerimaan pajak air tanah,
tingkat efektivitas pemungutan pajak air tanah dan tingkat pertumbuhan
penerimaan pajak air tanah (Asmandani & Wicaksono, 2022). Skala pengukuran
yang digunakan adalah Rasio.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Z)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari
potensi ekonomi lokal, termasuk pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan
kekayaan daerah dan lain lain. Dalam penelitian ini, PAD diperlakukan sebagai
variabel intervening yang memediasi hubungan antara penerimaan pajak air tanah
dan kinjerja keuangan daerah. Indikator pengukuran meliputi realisasi PAD,
tingkat pertumbuhan PAD dan rasio efektivitas PAD. Skala pengukuran adalah
Rasio.

3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y)

Kinerja keuangan berkelanjutan merupakan ukuran kemampuan daerah dalam
mengelola anggaran daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Ariska & Shinta,
2025). Indikator pengukuran mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio
ketergantungan keuangan dan rasio ketergantungan desentralisasi fiskal

(Mahmudi, 2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah rasio.
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Tabel 3. 1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
Penerimaan Pajak | Jumlah  pajak  yang | 1. Realisasi penerimaan | Rasio
Air Tanah (X) diterima dari pajak air tanah

pengambilan/pemanfaatan | 2. Tingkat efektivitas
air tanah sesuai peraturan pemungutan pajak air
daerah tanah

3. Tingkat Pertumbuhan
penerimaan pajak air

tanah
(Asmandani & Wicaksono,
2022)
Pendapatan Asli Pendapatan daerah yang | 1. Realisasi PAD Rasio
Daerah (Z) bersumber dari  potensi | 2. Tingkat Pertumbuhan
ekonomi lokal seperti pajak PAD
daerah, retribusi, dan | 3. Rasio Efektivitas PAD
lainnya. (Halim, 2014)
Kinerja Keuangan Ukuran kemampuan daerah |1. Rasio kemandirian fiskal | Rasio
Berkelanjutan (Y) dalam mengelola anggaran |2. Rasio ketergantungan
daerah  untuk  mencapai keuangan
tujuan pembangunan |3. Rasio desentralisasi fiskal
berkelanjutan yang |(Mahmudi, 2016)
menyeimbangkan aspek
ekonomi, sosial, dan
lingkungan

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah {BAPENDA)
Kabupaten Deli Serdang, karena instansi tersebut berwenang dalam pengelolaan
Pajak Air Tanah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemilihan lokasi ini juga
didasarkan pada ketersediaan data yang relevan dengan penelitian.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 dengan
menggunakan data sekumder berupa laporan realisasi penerimaan Pajak Air

Tanah, PAD, dan Laporan Kinerja Keuangan daerah periode 2021-2023.
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Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

Jadwal
Kegiatan

Mei Juni Juli Agustus September Oktober

November

4 (1(2|3(4|1|2(3|4|1|2|3|4|1|2|3|4|1|2[3|4|1[2]|3|4

1

2

3

4

Jadwal
Kegiatan

Pengajuan
Judul

Pembuatan
Tugas akhir

Bimbingan
Tugas akhir

Seminar
Tugas akhir

Pengumpul
an Data

Bimbingan
Tugas akhir

Sidang
MejaHijau

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Laporan Keuangan
bulanan daerah Kabupaten Deli Serdang yang berkaitan dengan penerimaan Pajak
Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Kinerja Keuangan. Populasi
mencakup data bulanan dari tahun 2021 hingga 2023, sehingga total populasi
adalah 36 bulan pengamatan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu
seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data realisasi bulanan Penerimaan Pajak Air Tanah, Realisasi
PAD bulanan, serta Laporan Keuangan Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Deli
Serdang periode Januari 2021 hingga Desember 2023, dengan total 36 observasi
data bulanan.

Pemilihan periode tiga tahun (2021-2023) didasarkan pada beberapa

pertimbangan:




33

1. Periode Pasca Pandemi COVID-19 : Tahun 2021 dipilih sebagai tahun
awal karena merupakan fase pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-
19, sehingga dapat mengamati pola penerimaan pajak daerah dalam
kondisi ekonomi yang mulai pulih dan stabil.

2. Ketersediaan Data Terkini: Data tahun 2021-2023 merupakan data terbaru
dan paling relevan yang tersedia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Deli Serdang pada saat penelitian dilakukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dara dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
dokumentasu, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi
penerimaan Pajak Air Tanah, Laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
serta laporan kiberja keuangandaerah Kabputaen Deli Serdang.

Data diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Deli Serdang sebagai instansi yang berwenang, serta dokumen publik
lain yang relevan dengan penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian

menggunakan data historis yang sudah tersedia dan dapat diakses secara resmi.

3.6 Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan
menggunakan metode statistik.
1. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dipastikan bahwa data

memenuhi asumsi klasik, yaitu:
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1) Uji Normalitas
Dalam Uji Normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam
model regresi variable independent dan variable dependen keduanya
mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang
baik adalah memliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian
ini menggunakan normal P-Plot. Suatu variable dikatakan normal jika gambar
distribusi dengan titik titik data searah mengikuti garis diagonal. Tes
Kolmogorov-Ssmirnov adalah instrument analisis yang digunakan dalam tes ini.
Syarat dalam uji ini adalah:
a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 (Sig <0,05), maka
distribusi residul data tidak normal
b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Sig > 0.05), maka
distribusi residual data normal.
2) Uji Multikolinearitas
Dalam Uji Multikolonearitas digunakan untuk mengetahui hubungan
korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi diantara variable independen. Uji Multikolinearitas dapat
dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan
Variance Inflating Factor (VIF). Batas dari VIF aadalah 10 dan nilai
tolerance value adalah 0,1. Dengan Uji Asumsi:
a. Jika nilai VIF > dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka terjadi
multikolinearitas.

b. Jika nilai VIF < dari 10 dan nilai tolerance value < 0,1 maka tidak
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terjadi multikolinearitas.
3) Uji Heteroskedastisitas
Dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dan
mengetahui apakah tyerjadi ketidaksaam variance dan residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat
dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot.
4) Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
hubungan (korelasi) antara error (residual) pada periode sekarang dengan
periode sebelumnya dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak
mengalami autokorelasi, sehingga residual bersifat acak. Uji yang
digunakan adalah Durbin -Watson (DW Test) dengan kriteria:
a. Nilai DW mendekati 2 = tidak ada autokorelasi.
b. Nilai DW <2 = terdapat autokorelasi positif.
c. Nilai DW > 2 = terdapat autokorelasi negative.
Dengan demikian, jika nilai DW hasil perhitungan berada di sekitar
angka 2, maka model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.
2. Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X
= Penerimaan Pajak Air Tanah) terhadap variabel dependen (Y = Kinerja
Keuangan Berkelanjutan), baik secara langsung maupun melalui variabel

intervening (Z = PAD). Model regresi yang digunakan adalah:
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« Model 1 (Pengaruh X terhadap Z):
Z=al+p1X+el

e Model 2 (Pengaruh X dan Z terhadap Y):
Y=02+B2X+B3Z+ Z+e2

Keterangan:

« 777 = Pendapatan Asli Daerah

- YYY =Kinerja Keuangan Berkelanjutan

« XXX =Penerimaan Pajak Air Tanah

- o\alphaa = konstanta

- B\betaP = koefisien regresi

e ¢ =¢crror

3. Uji Sobel (Mediation Test)
Untuk menguji apakah PAD (Z) benar-benar berperan sebagai variabel mediasi
antara penerimaan pajak air tanah (X) dan kinerja keuangan berkelanjutan (Y),

digunakan Uji Sobel.

Rumus Sobel:

axb

7 =

\/ (b2 x Sa2 a2 x $h2)

Keterangan:

- aaa = koefisien regresi X terhadap Z
- bbb = koefisien regresi Z terhadap Y
« SaSaSa = standar error koefisien a

« SbSbSb = standar error koefisien b
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« Nilai Z dibandingkan dengan nilai kritis 1,96 (taraf signifikansi 5%). Jika
7>1,96,maka mediasi signifikan.

4. Uji Hipotesis

« Uji t (parsial): untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen
terhadap variabel dependen.

Rumus t-hitung:
£ = SE(p)

dengan keputusan: jika t nitung > tiabet, maka hipotesisi diterima.
e Uji F (simultan): untuk melihat pengaruh semua variabel independen

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Rumus F-hitung: y
R2/K

F=a—rrm—r=D

dengan keputusan: jika Fniwng>Fabel,maka model regresi signifikan.
« Koefisien Determinasi (R*): digunakan untuk melihat seberapa besar
variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai R? mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik.



BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Deli Serdang yang merupakan instansi pemerintah daerah yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan
daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Bapenda
memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Objek penelitian yang digunakan adalah data realisasi penerimaan
Pajak Air Tanah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan indikator Kinerja
Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023.
Pemilihan periode tiga tahun ini didasarkan pada ketersediaan data terkini,
kelengkapan laporan keuangan yang telah diaudit dan pasca pandemi.

4.1.2 Karakteristik Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
yang bersumber dari:

1.  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Deli

Serdang tahun 2021-2023

2. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023

38
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3. Laporan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang
tahun 2021-2023
Data yang dikumpulkan berupa data bulanan selama periode
penelitian, sehingga diperoleh 36 observasi (3 tahun x 12 bulan).
Penggunaan data bulanan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang
lebih detail mengenai pola dan tren penerimaan pajak serta kinerja
keuangan berkelanjutan.
4.1.3 Deskripsi Variabel Penelitian
4.1.3.1 Penerimaan Pajak Air Tanah (X)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023, realisasi penerimaan Pajak
Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut data
variabel Penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2021-2023 :

Tabel 4. 1 Penerimaan Pajak Air Tanah 2021-2023 (dalam Rupiah)

Bulan 2021 2022 2023

Januari 448,718,089 | 469,463,942 | 1,083,406,914
Februari | 587,629,051 | 516,412,118 | 991,259,688
Maret 514,059,524 | 714,264,914 | 986,761,835
April 543,653,959 | 2,176,494290 | 742,103,344
Mei 449,607,206 | 3,256,933130 | 1,109,914,706
Juni 624,639,774 | 3,176,845.959 | 771,170,629
Juli 440,523,007 | 2,141,156,439 | 861,441,466
Agustus | 359,057,361 | 2,170,577,492 | 1,002,406,731
September | 677,423,942 | 1,665,627,744 | 609,495,273
Oktober | 542,877,458 | 3,672,398,881 | 780,091,116
November | 732,843,225 | 784,568,651 | 459,814,425
Desember | 469,418,248 | 1,383,625,861 | 1,181,650,783

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa, pada tahun 2021

total realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp 6 miliar dari target Rp 19
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miliar atau hanya mencapai 31,5%. Tahun 2022 mengalami
peningkatan drastis dengan realisasi mencapai Rp 22,1 miliar dari target
Rp 44,59 miliar atau 49,5%, yang menunjukkan pencapaian melebihi
target. Namun pada tahun 2023, realisasi kembali menurun menjadi Rp
10,5 miliar dari target Rp 25,28 miliar atau hanya 41,5%.

Volatilitas ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam
sistem pemungutan dan pengelolaan Pajak Air Tanah, yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, fluktuasi
aktivitas usaha yang menggunakan air tanah, atau lemahnya sistem
monitoring dan evaluasi.
4.1.3.2 Pendapatan Asli Daerah atau PAD (Z)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang selama

periode 2021-2023 menunjukkan tren peningkatan nominal namun

dengan tingkat efektivitas yang belum optimal. Berikut data variabel

Pendapatan Asli Daerah tahun 2021-2023 :

Tabel 4. 2 Pendapatan Asli Daerah 2021-2023 (dalam Rupiah)

Bulan 2021 2022 2023
Januari 60,198,954,344 | 67,712,623,562 | 68,205,908,662
Februari 62,977,367,622 | 70,837,821,572 | 71,353,873,677
Maret 66,681,918659 | 75,004,752,253 | 75,551,160,364
April 72,238,745,213 | 81,255,148,274 | 81,847,090,394
Mei 75,017,158,491 | 84,380,346,285 | 84,995,055,409
Juni 78,721,709,528 | 88,547,276,966 | 89,192,342,096
Juli 81,500,122,805 | 91,672,474,976 | 92,340,307,111
Agustus 83,352,398,323 | 93,755,940,316 | 94,438,950,455
September | 85,204,673,842 | 95,839,405,657 | 96,537,593,798
Oktober 87,983,087,119 | 98,964,603,667 | 99,685,558,813
November | 90,761,500,397 | 102,089,801,678 | 102,833,523,828
Desember | 81,500,122,810 | 91,672,474,982 | 92,340,307,116

Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, tahun 2021 mencatat
realisasi PAD sebesar Rp 926 miliar dari target Rp 1.501 triliun
(61,6%), tahun 2022 meningkat menjadi Rp 1.041 triliun dari target Rp
1.504 triliun (69,2%), dan tahun 2023 mencapai Rp 1,049 triliun dari
target Rp 1.591 triliun (65,9%).

Meskipun terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun,
namun tingkat efektivitas PAD masih jauh di bawah standar optimal
minimal 90% yang ditetapkan oleh (Halim & Kusufi, 2014). Data
bulanan juga menunjukkan fluktuasi yang konsisten sepanjang periode
pengamatan, dengan pola penurunan drastis yang terjadi pada bulan
Desember setiap tahunnya.
4.1.3.3 Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Y)

Kinerja Keuangan Berkelanjutan dalam penelitian ini diukur
menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal, yaitu perbandingan antara
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.
Pemilihan indikator ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, rasio desentralisasi fiskal mampu mengukur tingkat
kemandirian dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber
keuangan sendiri sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah
(Mahmudi, 2016). Kedua, indikator ini memiliki relevansi langsung
dengan fokus penelitian yang menganalisis kontribusi Pajak Air Tanah
terhadap PAD dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah.

Ketiga, data yang dibutuhkan untuk perhitungan (PAD dan Total
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Pendapatan Daerah) tersedia secara lengkap dan konsisten dalam
laporan keuangan bulanan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tahun
2021-2023 :

Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Kinerja Keuangan Berkelanjutan Melalui Rasio
Desentralisasi Fiskal Bapenda Periode 2021-2023

Bulan 2021 | 2022 | 2023
Januari 26.17 | 27.92 | 27.23
Februari 26.17 | 27.92 | 27.23

Maret 26.17 | 27.92 | 27.23
April 26.17 | 27.92 | 27.23
Mei 26.17 | 27.92 | 27.23
Juni 26.17 | 27.92 | 27.23
Juli 26.17 | 27.92 | 27.23

Agustus 26.17 | 27.92 | 27.23
September | 26.17 | 27.92 | 27.23
Oktober 26.17 | 27.92 | 27.23
November | 26.17 | 27.92 | 27.23
Desember | 26.17 | 27.92 | 27.23
Sumber : (Laporan Keuangan Bapenda Deli Serdang, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa, data laporan
keuangan periode 2021-2023, Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten
Deli Serdang menunjukkan kondisi yang masih rendah. Pada tahun
2021, rata-rata rasio desentralisasi fiskal berkisar 26,17%, meningkat
menjadi 27,92% pada tahun 2022, kemudian menurun sedikit menjadi
27,23% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren peningkatan,
angka-angka ini masih jauh dari standar optimal yang mengindikasikan
kemandirian fiskal yang kuat.

Menurut (Mahmudi, 2016), rasio desentralisasi fiskal yang
tinggi mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri, sehingga

semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka
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semakin baik pula kinerja keuangan berkelanjutan daerah tersebut.
Kondisi Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan rasio masih di
bawah 70% mengindikasikan bahwa daerah masih cukup bergantung
pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan memerlukan upaya
optimalisasi PAD termasuk dari sektor Pajak Air Tanah untuk
meningkatkan kemandirian fiskal dan mewujudkan kinerja keuangan
yang berkelanjutan.
4.2 Analisis Data
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan data
dari tahun 2021 — 2023 yang diperoleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang. Tujuan statistik deskriptif ini untuk memberikan
gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang didasarkan
pada nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar
deviasi dari masing-masing variabel. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah penerimaan pajak air tanah (X), variabel intervening
adalah pendapatan asli daerah (Z), sedangkan kinerja keuangan
berkelanjutan (Y) sebagai variabel dependen. Berikut adalah statistik

deskriptif untuk masing-masing variabel :
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Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

M Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Penerimaan Pajak Air 36 350,057,361 3672398881 1086064922  B52435626.0
Tanah
Pendapatan Asli Daerah 36 60198954344 102833523, B3B810891696 11465882534
Kinerja Keuangan 36 2617 27.92 27.1067 72895

Berkelanjutan
Valid N (listwise) 36

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, nilai N menunjukan banyaknya data
yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebanyak 36 data sampel yang
diperoleh dari penerimaan pajak air tanah, pendapatan asli daerah dan
kinerja keuangan berkelanjutan selama jangka waktu 3 tahun periode
2021-2023.

1. Penerimaan pajak air tanah menunjukan jumlah sampel sebanyak 36
data dengan nilai minimum 359,057,361 dan nilai maksimum sebesar
3,672,398,881 dengan rata rata penerimaan pajak air tanah adalah
sebesar 1,086,064,922 dan standar deviasi sebesar 852,435,626.

2. Pendapatan asli daerah menunjukan jumlah sampel sebanyak 36 data
dengan nilai minimum 60,198,954,344 dan nilai maksimum sebesar
102,833,523... dengan rata rata pendapatan asli daerah adalah sebesar
83,810,891,696 dan standar deviasi sebesar 11,465,882,534.

3. Kinerja keuangan berkelanjutan menunjukan jumlah sampel sebanyak
36 data dengan nilai minimum 26.17 dan nilai maksimum sebesar
27.92 dengan rata rata kinerja keuangan berkelanjutan sebesar

27.1067 dan standar deviasi sebesar 0,72995.
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi klasik digunakan untuk memastikan sampel yang
digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gangguan uji normalitas, uji
heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi sebelum
nantinya menggunakan uji hipotesis.
4.2.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam regresi
variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogrov
Smirnov (KS) test. Jika signifikan < 0,05 maka data tidak berdistribusi
normal. Jika signifikan > 0,05 maka data dianggap berdsitribusi
normal (Irfan et., al, 2024).

Tabel 4. S Uji Normalitas Model 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

K] 36
Mormal Parameters™® Mean .0000059
Std. Deviation 1.08027E+10

Most Extreme Differences  Absolute 079
Positive 079

Megative -.0758

Test Statistic .079
Asymp. Sig. (2-tailed)® 2009
Maonte Carlo Sig. (2- Sig. 830
- 99% Confidence Interval  Lower Bound 820
Upper Bound 838

a. Test distribution is Normal.

h. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed
926214481.

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
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Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai
besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,079 pada signifikan
0,200. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal
dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa
penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. 6 Tabel Uji Normalitas Model 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

M 36
Maormal Parameters™®? Mean .0000000
Std. Deviation 56274548

Most Extreme Differences  Absolute 122
Positive 122

Megative -.081

Test Statistic 122
Asymp. Sig. (2-tailed)® 182
{\.ﬂ_onteé)arlo Sig. (2- Sig. 184
Elizey 99% Confidence Interval ~ Lower Bound A74
Upper Bound 184

a. Test distribution is Mormal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed
299883525,

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel pengolahan data diatas, diperoleh nilai
besarnya Kolmogrov Smirnov (KS) sebesar 0,122 pada signifikan
0,192. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal
dikarenakan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dikatakan bahwa
penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji multikolinieritas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar
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variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan linier
(multikolinearitas) dalam regresi, perlu dipertimbangkan besaran nilai
VIF (Variance Inflation Factor) dan juga nilai toleransi.
1. Nilai Tolerance :
a. Jika nilai Tolerance > 0,10, maka tidak terjadi
multikolinearitas dalam model regresi.
b. Jika nilai Tolerance < 0,10, maka terjadi multikolinearitas
dalam model regresi.
2. Nilai VIF:
a. Jikanilai VIF < 10,00, maka tidak terjadi multikolinearitas
dalam model regresi.
b. Jika nilai VIF > 10,00, maka terjadi multikolinearitas dalam
model regresi.

Tabel 4. 7 Uji Multikolineritas Model 1

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coeflicients Collinearity Statistics
Maodel B Std. Error Beta 1 Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) T.B91E+10 28984712802 26.440 <,001
Penerimaan Fajalk Air 4508 2173 335 2,074 046 1.000 1.000

Tanah

a. DependentVariable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak
air tanah adalah sebesar 1,000 Adapun nilai VIF dari penerimaan
pajak air tanah adalah sebesar 1,000. Dari variabel tersebut nilai
tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak

terjadi gejala multikolinearitas variabel bebas dalam penelitian ini.


https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b02a5dd8391289d9f514294500ab27f67c8432b59159d5b7b94964649a33234bJmltdHM9MTc2MTI2NDAwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=069753bc-f64b-6de4-20b1-4651f70e6c37&psq=nilai%2Btolerance%2Bdan%2Bvif&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3Bzc2luZG9uZXNpYS5jb20vMjAxNC8wMi91amktbXVsdGlrb2xvbmllcml0YXMtZGVuZ2FuLW1lbGloYXQuaHRtbA&ntb=1
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Tabel 4. 8 Uji Multikolineritas Model 2

Coefficients”

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 25.588 ol 34.917 =001
Penerimaan Pajak Air 4.693E-10 .0on 548 3.848 <,001 .B8s 1127
Tanah
Pendapatan Asli Daerah 1.204E-11 .000 189 1.328 193 .888 1127

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan data tabel diatas, nilai tolerance penerimaan pajak
air tanah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan
pajak air tanah adalah sebesar 1,127. Nilai tolerance pendapatan asli
daerah adalah sebesar 0,888 Adapun nilai VIF dari penerimaan pajak
air tanah adalah sebesar 1,127. Dari variabel tersebut nilai tolerance >
0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala
multikolinearitas variabel bebas dan variabel intervening dalam
penelitian ini.
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memverifikasi apakah
dalam model regresi ada ketidaksetaraan dalam varian dari residual
pengamatan ke pengamatan lain yang dapat dilihat melalui grafik
scatterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai
redisualnya (Irfan et., al, 2024). Dasar yang digunakan untuk

menentukan heretoskedastisitas antara lain :
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit)
maka mengindekasikan telah terjadi heterokedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar
diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Uji Heteroskedastisitas Model 1

Scatterplot

Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.1
menggunakan scatterplot pada Model 1, terlihat bahwa titik-titik data
menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y
(Regression Studentized Residual) tanpa membentuk pola tertentu
yang jelas. Penyebaran titik-titik tidak menunjukkan pola seperti
mengumpul, melebar, atau menyempit, serta tidak membentuk pola
gelombang atau corong. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga  asumsi

homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, model regresi layak
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digunakan untuk prediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan
variabel independen yang digunakan.

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas Model 2

Scatterplot
Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Regression Studentized Residual
[}
o
L]

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 4.2
menggunakan scatterplot pada Model 2, terlihat bahwa titik-titik data
tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang
sistematis. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y tanpa adanya pola mengumpul, melebar, menyempit, atau
membentuk pola khusus lainnya. Penyebaran yang acak ini
menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam
model regresi. Dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas, maka
model regresi ini dapat diandalkan untuk memprediksi Kinerja
Keuangan Berkelanjutan dan memenuhi salah satu syarat analisis

regresi linear berganda yang baik.
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4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Irfan et., al, 2024), uji autokorelasi bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah

autokorelasi yang dapat di deteksi melalui dengan nilai Durbin

Watson.

1. Jika 0 < d < dL, berarti ada autokorelasi positif.

2. Jika 4 — dL < d <4, berarti ada auto korelasi negatif.

3. Jika 2 < d < 4 — dua atau dua < d < 2, berarti tidak ada auto
korelasi positif atau negatif.

4, Jika dL < d < dU atau 4 — dU < d < 4 — dL, pengujian tidak
meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau
menambah data.

5. Jika nilai du < d < 4-du maka tidak terjadiautokorelasi.

Tabel 4. 9 Uji Autokorelasi Model 1
Model Summatrwh
Adjusted R Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 904° 818 807 31763 1.904

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, FPenerimaan Pajak Air Tanah

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai

perolehan Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1.904. Maka dapat
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disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson itu tidak terjadi
autokorelasi karena dU < dW <4 - dU (1.5872 < 1.904 < 2.4128).

Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi Model 2

Model Summarf‘

Adjusted R Std. Error of Durkin-
Maodel R R Square Square the Estimate Watson
1 .805° 818 801 32208 1.918

a. Predictors: (Constant), LAG_Y, Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak
Air Tanah

h. DependentVariable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai
perolehan Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1.918. Maka dapat
disimpulkan bahwa dari angka Durbin Watson itu tidak terjadi
autokorelasi karena dU <dW <4 - dU (1.5872 <1.918 < 2.4128).
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi
linier berganda. Dari uji asumsi klasik di atas dapat disimpulkan bahwa
data berdistribusi secara normal dan tidak terdapat gejala multikolinieritas,
dan heteroskedastisitas sehingga memenuhi syarat untuk melakukan
analisis regresi linier berganda agar dapat melakukan pengujian terhadap
hipotesis penelitian ini menganalisis pengaruh penerimaan pajak air tanah
terhadap kinerja keuangan berkelanjutan dengan pendapatan asli daerah
sebagai variabel intervening (studi badan pendapatan daerah Deli Serdang)

periode 2021-2023. Hasil persamaan regresi :
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Tabel 4. 11 Hasil Analisis Linier Berganda Model 1

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Madel B Std. Error Beta t Sig.
1 {Constant) 26.538 160 166.298 =001
¥_PPAT 5.236E-10 .0oo 611 4506 =001

a. Dependent Variahle: ¥_KKB

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
Y =26.538 +5.236E-10 X1 + e
1. Konstanta (a)

Nilai konstanta dalam regresi ini sebesar 26.538 bernilai
positif yang berarti jika variabel Penerimaan pajak air tanah tidak
terjadi perubahan, maka Kinerja Keuangan Berkelanjutan akan
bernilai sebesar 26.538.

2. Penerimaan Pajak Air Tanah (B1)

Koefisien regresi pada variabel Penerimaan Pajak Air Tanah
sebesar 5.236E-10. Hal ini menunjukkan setiap terjadi peningkatan
variabel Penerimaan Pajak Air Tanah sebesar satu satuan maka akan
meningkatkan Kinerja Keuangan Berkelanjutan sebesar 5.236E-10.

Tabel 4. 12 Hasil Analisis Linier Berganda Model 2

Coefficients®

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta 1 Sig.
1 (Constant) -3.286E+10 B.424E+10 -.380 699
X_PPAT 2.303 2716 AT 848 403
Y_KKB 4211720948 3172222607 268 1.328 193

a. DependentVariable: Z_PAD

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
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7 =-3.286E+10 + 2.303 X1+ 421,172,0949 Y + e
1. Konstanta (a)
Nilai konstanta sebesar -3.286E+10 menunjukkan bahwa apabila
variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan
Berkelanjutan bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah
diprediksi sebesar -3.286E+10. Konstanta ini merepresentasikan
nilai dasar Pendapatan Asli Daerah sebelum dipengaruhi oleh
variabel independen dalam model.
2. Penerimaan Pajak Air Tanah (B1)
Variabel Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi
sebesar 2.303. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan Penerimaan
Pajak Air Tanah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar
2.303 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Kinerja Keuangan Berkelanjutan (B2)

Variabel Kinerja Keuangan Berkelanjutan memiliki koefisien regresi
sebesar 4,211,720,949. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan Kinerja
Keuangan Berkelanjutan akan meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah sebesar 4,211,720,949 satuan dengan asumsi variabel lain
konstan.

4.2.4 Uji Hipotesis
Uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda terdiri dari dua

jenis pengujian, yaitu uji t (uji parsial) dan uji F (uji simultan). Uji t

digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen
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secara individual terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan
untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama
terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam kedua
uji ini adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat
alpha 0.05, dimana jika nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan (Irfan et., al, 2024).

a. Hasil Uji Pengaruh Langsung

1. (Uji¢t)
Tabel 4. 13 Hasil Uji t Model 1
Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 26.538 .160 166.298 .000
X_PPAT 5.236E-10 .000 .611 4.506 .000

a. Dependent Variable: Y_KKB

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.13, variabel Penerimaan Pajak
Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t
hitung sebesar 4.506 dan nilai signifikansi 0.000 (< 0.05). Hal ini
menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara parsial.
Konstanta sebesar 26.538 dengan nilai signifikansi 0.000 juga
menunjukkan bahwa konstanta memiliki pengaruh yang signifikan dalam

model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Air
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Tanah secara individual memiliki pengaruh yang nyata dalam menjelaskan

variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan.

2. (Uji )
Tabel 4. 14 Hasil Uji f Model 1
ANOVA?
Sum of

Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 6.973 1 68973 20.305 =€,001b

Residual 11.676 34 343

Total 18.649 35

a. Dependent Variable: ¥_KKB
b. Predictors: (Constant), X_PPAT
Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.14, diperoleh nilai F hitung
sebesar 20.305 dengan nilai signifikansi < 0.001 (< 0.05). Nilai Sum of
Squares untuk Regression adalah 6.973 dan Residual sebesar 11.676,
dengan Total Sum of Squares 18.649. Hal ini menunjukkan bahwa model
regresi yang terbentuk layak (fit) dan variabel independen Penerimaan
Pajak Air Tanah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Model ini dapat

digunakan untuk memprediksi Kinerja Keuangan Berkelanjutan

berdasarkan variabel Penerimaan Pajak Air Tanah.
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1. (Uji t)
Tabel 4. 15 Hasil Uji t Model 2
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Madel B St Error Eeta t Sig.

1 (Constant) -3.286E+10 8.424E+10 -390 699
H_PPAT 2.303 2716 AT B48 403
Y_KKB 4211720944 372222607 268 1.328 1493

a. DependentVariakle: Z_PAD

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Hasil uji t pada Tabel 4.15, menunjukkan bahwa

variabel

Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303

dengan nilai signifikansi 0.403 (> 0.05), sedangkan Kinerja Keuangan

Berkelanjutan memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai

signifikansi 0.193 (> 0.05). Kedua variabel tersebut tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah karena nilai

signifikansi keduanya lebih besar dari 0.05. Konstanta sebesar -3.286E+10

juga menunjukkan nilai signifikansi 0.699 (> 0.05), yang berarti tidak

signifikan.
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2. (Uji )
Tabel 4. 16 Hasil Uji f Model 2
a
ANOVA
Sum of
Model Squares f Mean Square F Sig.
1 Regression 7.240E+20 2 3.620E+20 3.081 .05a®
Residual 3BTTE+21 33 1.175E+20
Total 4 601E+21 35

a. Dependent Variable: Z_PAD
b. Predictors: (Constant), Y_KKEB, X_FPAT

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai F hitung sebesar 3.081 dengan nilai
signifikansi 0.059 (> 0.05) menunjukkan bahwa secara simultan variabel
Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun nilai
Sum of Squares Regression sebesar 7.240E+20 cukup besar, namun model
ini tidak cukup kuat untuk menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah
pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, model regresi ini
kurang layak untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan
variabel Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan
Berkelanjutan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R?) merupakan ukuran yang digunakan untuk
menilai seberapa besar kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R? berkisar antara 0 hingga 1,
dimana semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik

dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam analisis regresi linear
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berganda, Adjusted R Square lebih sering digunakan karena telah
disesuaikan dengan jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga
memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan R Square biasa
(Irfan et., al, 2024).

Tabel 4. 17 Hasil Uji Determinasi (Uji R2)

Model Summ:m,th

Adjusted R Std. Error of
Maodel R R Square Square the Estimate
1 637® A06 370 AT955

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah,
Penerimaan Pajak Air Tanah

h. DependentVYariable: Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Sumber : (Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025)
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.17, diperoleh nilai R sebesar
0.637 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat
antara variabel independen (Konstanta, Pendapatan Asli Daerah,
Penerimaan Pajak Air Tanah) dengan variabel dependen (Kinerja
Keuangan Berkelanjutan). Nilai R Square sebesar 0.406 menunjukkan
bahwa 40.6% variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan
oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan sisanya
sebesar 59.4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.
Nilai Adjusted R Square sebesar 0.370 mengindikasikan bahwa
setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel dan ukuran
sampel, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan
Berkelanjutan adalah sebesar 37%. Standar Error of the Estimate sebesar

0.57955 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil, yang
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berarti model cukup akurat dalam memprediksi nilai Kinerja Keuangan

Berkelanjutan. Secara keseluruhan, model ini memiliki kemampuan

moderat dalam menjelaskan variabel dependen.
4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen laporan keuangan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang periode 2021-2023,
ditemukan bahwa instansi ini belum menerapkan pengukuran Kinerja
Keuangan Berkelanjutan (KKB) secara komprehensif sebagaimana yang
direkomendasikan oleh (Mahmudi, 2016). Pengukuran kinerja keuangan yang
dilakukan masih bersifat konvensional, yaitu hanya fokus pada realisasi target
penerimaan pajak dan retribusi daerah, tingkat efektivitas pemungutan pajak,
serta kontribusi nominal setiap jenis pajak terhadap total PAD. Pendekatan
konvensional ini memiliki keterbatasan mendasar karena hanya berorientasi
jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan fiskal jangka
panjang, sehingga Bapenda cenderung fokus pada pencapaian target tahunan
tanpa memperhatikan apakah pola penerimaan dapat dipertahankan secara
konsisten di masa mendatang.
Volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah yang berfluktuasi dari 31.5%

di tahun 2021, melonjak menjadi 49.5% di tahun 2022, kemudian turun
menjadi 41.5% di tahun 2023, tidak dapat terdeteksi sebagai masalah sistemik
karena ketiadaan indikator stabilitas dan predictability dalam sistem
pengukuran yang ada. Menurut (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem

perpajakan daerah sangat bergantung pada konsistensi dan predictability
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dalam proses pemungutan, dimana fluktuasi ekstrem mengindikasikan
lemahnya infrastruktur administrasi pajak dan sistem monitoring yang tidak
terstandarisasi. Ketiadaan pengukuran KKB ini menyebabkan Bapenda
kesulitan dalam merumuskan strategi jangka panjang untuk meningkatkan
kemandirian fiskal, mengidentifikasi sumber-sumber ketidakstabilan dalam
penerimaan pajak, mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan terhadap
keberlanjutan fiskal daerah, serta membandingkan kinerja keuangan daerah
dengan standar optimal yang seharusnya dicapai.

Jika Bapenda Kabupaten Deli Serdang menerapkan pengukuran
Kinerja Keuangan Berkelanjutan secara sistematis, beberapa dampak positif
dapat diperoleh antara lain peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap
masalah fiskal melalui indikator seperti Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio
Ketergantungan Keuangan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal yang
memungkinkan volatilitas Pajak Air Tanah langsung terdeteksi sebagai
ancaman sehingga manajemen dapat mengambil tindakan korektif lebih awal.
Pendapat (Mahmudi, 2016), menekankan bahwa sistem peringatan dini dalam
pengelolaan keuangan daerah hanya dapat berfungsi optimal jika didukung
oleh indikator-indikator yang mampu menangkap aspek keberlanjutan, bukan
hanya pencapaian target jangka pendek. Selain itu, pengukuran KKB
memungkinkan perumusan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi
dengan target jangka panjang seperti "Meningkatkan Rasio Desentralisasi
Fiskal dari 27.23% menjadi 35% dalam 5 tahun" yang lebih strategis

dibandingkan target konvensional berbasis rupiah, peningkatan akuntabilitas
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dan transparansi sesuai prinsip good governance (Halim & Kusufi, 2014),
kemudahan dalam benchmarking dengan daerah lain, serta kredibilitas
dokumen perencanaan yang lebih baik.

Sebaliknya, jika Bapenda tetap menggunakan pendekatan
konvensional tanpa mengadopsi pengukuran KKB, beberapa dampak negatif
dapat terjadi. Pertama, ketidakmampuan mengantisipasi krisis fiskal karena
Bapenda berisiko mengalami "fiscal cliff" yang terjadi secara tiba-tiba,
misalnya akibat pemotongan Dana Transfer Pusat. (Bird & Zolt, 2005)
mengingatkan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang
mengalami krisis fiskal karena tidak memiliki sistem monitoring
keberlanjutan fiskal yang memadai. Kedua, ilusi kinerja yang menyesatkan
dimana surplus anggaran dan peningkatan nominal PAD menciptakan
persepsi bahwa kinerja sudah baik, padahal efektivitas PAD yang hanya
61.6% - 69.2% (jauh di bawah standar optimal 90%) menunjukkan masih
banyak potensi yang belum tergali. Ketiga, strategi yang parsial dan tidak
sustainable karena fokus pada target jangka pendek yang berisiko
menciptakan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi
basis pajak di masa depan (Mahmudi, 2019). Keempat, hilangnya peluang
optimalisasi sumber daya, rendahnya daya saing dalam mendapatkan insentif
dari pemerintah pusat, serta kesulitan dalam manajemen utang daerah karena
kreditor menilai kemampuan bayar berdasarkan indikator keberlanjutan

fiskal.
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Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan solusi komprehensif baik
jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk jangka pendek (1-2 tahun),
Bapenda perlu membentuk Tim Khusus Pengembangan Sistem KKB yang
bertugas melakukan kajian mendalam, menyusun SOP untuk pengumpulan
data dan perhitungan indikator KKB, serta melakukan sosialisasi internal
kepada seluruh pegawai. Perbaikan Sistem Informasi Manajemen yang
terintegrasi dan mampu menghitung indikator KKB secara otomatis dan real-
time juga menjadi prioritas, karena menurut (Fernandes & Putri, 2022),
sistem informasi perpajakan yang robust merupakan prasyarat bagi efektivitas
pengelolaan pajak daerah dan pengukuran kinerja yang akurat. Pelatihan dan
capacity building untuk memastikan seluruh pegawai memahami konsep
KKB serta pilot project implementasi KKB untuk Pajak Air Tanah dapat
dilakukan sebagai langkah awal mengingat penelitian ini menunjukkan
pengaruh signifikannya terhadap KKB.

Untuk jangka menengah (3-5 tahun), diperlukan reformasi
komprehensif sistem administrasi perpajakan yang mencakup perbaikan
database wajib pajak dengan implementasi sistem verifikasi silang dan
teknologi GIS untuk pemetaan objek pajak, penguatan mekanisme
pengawasan melalui peningkatan frekuensi pemeriksaan lapangan dan
penerapan sanksi administratif yang tegas, serta digitalisasi layanan
perpajakan yang menurut (Bird & Zolt, 2005) dapat meningkatkan
compliance rate hingga 30-40%. Strategi intensifikasi melalui audit pajak

terhadap wajib pajak besar dan program edukasi, serta ekstensifikasi melalui
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pemetaan potensi pajak yang belum tergali perlu dilakukan secara terstruktur.
Integrasi KKB dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan
Renja Bapenda juga penting untuk memastikan komitmen dan akuntabilitas
(Mahmudi, 2016). Mengingat kontribusi Pajak Air Tanah yang relatif kecil
(kurang dari 2.5% dari total PAD), diversifikasi sumber PAD melalui
optimalisasi pajak-pajak dengan potensi besar seperti Pajak Hotel dan
Restoran, peningkatan retribusi daerah, serta optimalisasi hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi strategi fundamental untuk
mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau beberapa sumber
pendapatan saja (Halim, 2014).
4.3.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja
Keuangan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil uji t pada Model 1 (Tabel 4.13), diperoleh nilai
koefisien regresi sebesar 5.236E-10 dengan nilai t hitung 4.506 dan
signifikansi 0.000 (< 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak
Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Temuan ini mengindikasikan bahwa
setiap peningkatan penerimaan Pajak Air Tanah akan berkontribusi pada
peningkatan kinerja keuangan berkelanjutan daerah, yang dalam penelitian ini
diukur menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal.

Hasil uji F pada Model 1 (Tabel 4.14) memperkuat temuan tersebut
dengan nilai F hitung sebesar 20.305 dan signifikansi < 0.001, yang

menunjukkan bahwa model regresi layak dan Penerimaan Pajak Air Tanah
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secara signifikan mempengaruhi Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Nilai
Adjusted R Square sebesar 0.370 (Tabel 4.17) mengindikasikan bahwa 37%
variasi Kinerja Keuangan Berkelanjutan dapat dijelaskan oleh variabel
Penerimaan Pajak Air Tanah, sedangkan sisanya 63% dipengaruhi oleh faktor
lain di luar model penelitian.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mardiasmo,
2016) yang menyatakan bahwa pajak memiliki fungsi budgetair sebagai
sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam
konteks otonomi daerah, Pajak Air Tanah sebagai komponen pajak daerah
memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin
optimal pemungutan Pajak Air Tanah, maka semakin besar kontribusinya
terhadap kemandirian fiskal daerah, yang pada akhirnya meningkatkan
kinerja keuangan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Widyawati, 2022)
yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Widyawati menjelaskan bahwa
optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi kunci dalam meningkatkan
kemampuan daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan
publik secara berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang,
meskipun realisasi Pajak Air Tanah menunjukkan fluktuasi yang cukup
signifikan selama periode 2021-2023 (dari 31.5% pada tahun 2021,

meningkat drastis menjadi 49.5% pada tahun 2022, kemudian menurun
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menjadi 41.5% pada tahun 2023), namun kontribusinya terhadap peningkatan
rasio desentralisasi fiskal tetap signifikan secara statistik.

Perspektif teoritis dari (Halim, 2014) juga mendukung temuan ini, di
mana dinyatakan bahwa semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal
suatu daerah. Kemandirian fiskal yang meningkat akan tercermin dalam
Rasio Desentralisasi Fiskal yang lebih baik, yang merupakan indikator utama
kinerja keuangan berkelanjutan dalam penelitian ini. Data menunjukkan
bahwa meskipun Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Deli Serdang masih
relatif rendah (berkisar antara 26.17% hingga 27.92%), namun terdapat tren
peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, yang mengindikasikan adanya
perbaikan kinerja keuangan daerah seiring dengan upaya optimalisasi
penerimaan pajak daerah termasuk Pajak Air Tanah.

Dari perspektif keberlanjutan fiskal, temuan ini sejalan dengan konsep
yang dikemukakan oleh (OECD, 2015) bahwa keberlanjutan fiskal
merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kebijakan fiskal
jangka panjang tanpa menimbulkan risiko krisis keuangan. Kontribusi
signifikan Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan berkelanjutan
menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya dari
sektor pajak daerah, menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas fiskal
jangka panjang.

Namun demikian, volatilitas yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air

Tanah selama periode penelitian mengindikasikan perlunya perbaikan
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sistemik dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Sebagaimana
dikemukakan oleh (Bird & Zolt, 2005), efektivitas sistem perpajakan daerah
sangat bergantung pada konsistensi dan predictability dalam proses
pemungutan. Fluktuasi ekstrem yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang
menunjukkan lemahnya infrastruktur administrasi pajak, yang dapat
mengganggu keberlanjutan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap kinerja
keuangan daerah di masa mendatang.
4.3.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja
Keuangan Berkelanjutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
variabel intervening

Hasil uji t pada Model 2 (Tabel 4.15) menunjukkan bahwa
Penerimaan Pajak Air Tanah memiliki koefisien regresi sebesar 2.303 dengan
nilai signifikansi 0.403 (> 0.05), dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan
memiliki koefisien sebesar 4,211,720,949 dengan nilai signifikansi 0.193 (>
0.05). Hasil ini mengindikasikan bahwa baik Penerimaan Pajak Air Tanah
maupun Kinerja Keuangan Berkelanjutan tidak berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan uji F pada Model 2 (Tabel
4.16) memperkuat hasil tersebut dengan nilai F hitung sebesar 3.081 dan
signifikansi 0.059 (> 0.05), yang menunjukkan bahwa secara simultan kedua
variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Temuan ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
tidak berperan sebagai variabel intervening yang signifikan dalam hubungan

antara Penerimaan Pajak Air Tanah dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan.



68

Dengan kata lain, pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja
Keuangan Berkelanjutan bersifat langsung (direct effect), bukan melalui
mediasi PAD (indirect effect).

Hasil ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif teoritis dan empiris.
Pertama, dari segi proporsi kontribusi, Pajak Air Tanah merupakan salah satu
dari banyak komponen PAD. Data penelitian menunjukkan bahwa realisasi
Pajak Air Tanah berkisar antara Rp 6 miliar hingga Rp 22.1 miliar per tahun,
sementara realisasi PAD total mencapai Rp 926 miliar hingga Rp 1,049
triliun per tahun. Proporsi yang relatif kecil ini (kurang dari 2.5% dari total
PAD) menyebabkan fluktuasi dalam Pajak Air Tanah tidak cukup signifikan
untuk mempengaruhi perubahan PAD secara keseluruhan.

Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Kusufi (2014),
PAD terdiri dari berbagai komponen termasuk pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang
sah. Dalam konteks Kabupaten Deli Serdang, komponen PAD lain seperti
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan berbagai jenis retribusi daerah
memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibandingkan Pajak Air Tanah. Hal
ini menyebabkan variasi dalam Pajak Air Tanah tidak secara signifikan
menggerakkan total PAD.

Penelitian serupa yang mendukung hasil penelitian ini adalah studi
oleh (Abiyyi, 2024), yang menemukan bahwa pajak air tanah tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap PAD secara parsial, sedangkan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan memberikan pengaruh signifikan
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terhadap PAD. Temuan ini memperkuat bahwa variasi dalam penerimaan
pajak air tanah tidak mempengaruhi PAD secara kuat karena PAD terdiri
dari komponen-komponen lain yang lebih dominan dalam memberikan
kontribusi.

Selain itu, penelitian oleh (Arrahman, 2023), yang menunjukkan
bahwa variabel Penerimaan Pajak Air Tanah secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Semarang, meskipun
efektivitas penerimaan pajak ini dikategorikan sangat efektif pada beberapa
tahun penelitian. Hasil ini menegaskan bahwa kontribusi Pajak Air Tanah
terhadap PAD relatif kecil dan tidak cukup dominan untuk memengaruhi
total PAD secara signifikan.

Dari perspektif administrasi perpajakan, (Bird & Zolt, 2005)
menekankan bahwa efektivitas sistem perpajakan daerah sangat bergantung
pada konsistensi dan predictability dalam proses pemungutan. Data penelitian
menunjukkan bahwa Pajak Air Tanah di Kabupaten Deli Serdang mengalami
volatilitas yang sangat tinggi dengan tingkat capaian yang berfluktuasi drastis
antar tahun. Ketidakstabilan ini mengindikasikan lemahnya infrastruktur
administrasi pajak, sistem pendataan wajib pajak yang tidak memadai, dan
inkonsistensi dalam mekanisme pengawasan dan pemungutan. Kondisi ini
menyebabkan kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD tidak stabil dan tidak
dapat diandalkan sebagai variabel mediasi.

Selanjutnya, (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa untuk PAD dapat

berperan sebagai variabel intervening yang efektif, diperlukan stabilitas dan
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predictability =~ dalam  penerimaan  komponen-komponennya. Data
menunjukkan bahwa meskipun PAD Kabupaten Deli Serdang menunjukkan
tren peningkatan nominal dari Rp 926 miliar (2021) menjadi Rp 1,049 triliun
(2023), namun tingkat efektivitas PAD masih berfluktuasi dan belum
mencapai standar optimal minimal 90%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
PAD sendiri masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penerimaannya,
sehingga peran mediasinya terhadap hubungan antara komponen-
komponennya dengan kinerja keuangan berkelanjutan menjadi tidak
signifikan.

Meskipun PAD tidak berperan sebagai variabel intervening yang
signifikan, temuan penelitian tetap menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak
Air Tanah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Berkelanjutan (Model 1). Hal ini mengindikasikan bahwa
mekanisme pengaruh Pajak Air Tanah terhadap kinerja keuangan daerah tidak
harus melalui mediasi PAD, tetapi dapat bersifat langsung melalui
kontribusinya terhadap peningkatan rasio desentralisasi fiskal.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa untuk meningkatkan
kinerja keuangan berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang, diperlukan strategi
komprehensif yang tidak hanya fokus pada optimalisasi Pajak Air Tanah,
tetapi juga pada perbaikan sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan,
diversifikasi sumber-sumber PAD, dan penguatan kapasitas institusional
Badan Pendapatan Daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh (Fernandes &

Putri, 2022), volatilitas dalam penerimaan pajak daerah dapat diatasi melalui
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reformasi menyeluruh dalam sistem administrasi pajak daerah, termasuk
perbaikan database wajib pajak, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak,
dan optimalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan
pemungutan pajak.

Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun
Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Berkelanjutan secara langsung, namun PAD tidak berperan sebagai
variabel intervening yang signifikan dalam hubungan tersebut. Temuan ini
memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang mekanisme
pengaruh komponen pajak daerah terhadap kinerja keuangan daerah, serta
memberikan implikasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
dalam merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan

kinerja keuangan berkelanjutan.



BABS

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh

Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan

dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening (Studi Badan

Pendapatan Daerah Deli Serdang), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a.  Penerimaan Pajak Air Tanah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan Kabupaten Deli Serdang. Hal
ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi realisasi penerimaan Pajak
Air Tanah, maka akan semakin meningkat pula Kinerja Keuangan
Berkelanjutan yang tercermin melalui peningkatan rasio desentralisasi
fiskal daerah.

b.  Pendapatan Asli Daerah tidak berperan sebagai variabel intervening
yang signifikan dalam hubungan antara Penerimaan Pajak Air Tanah
dan Kinerja Keuangan Berkelanjutan. Hal ini dapat diketahui bahwa
pengaruh Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Kinerja Keuangan
Berkelanjutan bersifat langsung tanpa melalui mediasi Pendapatan Asli
Daerah.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian dan temuan-temuan yang telah

diuraikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:
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Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu
melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan melalui perbaikan
database wajib pajak, implementasi sistem monitoring yang efektif,
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Air Tanah, serta
penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi volatilitas
penerimaan dan meningkatkan konsistensi pencapaian target pajak.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel
independen lain seperti pajak daerah lainnya dan retribusi daerah,
memperpanjang periode pengamatan, menggunakan indikator kinerja
keuangan yang lebih beragam, serta menerapkan pendekatan kualitatif
atau mixed method untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor

yang mempengaruhi volatilitas penerimaan Pajak Air Tanah.
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LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan 4 Urusan Pemerintahan Fungsl Penunjang
Bidang Pemerintahan 4,04 Keuangan
: 4.04.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
| Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
URAIAN ANGGARAN REALISASI (%) REALISASI
2021 2021 2020
[ PENDAPATAN DAERAH 1.218.522.247.055,00 677.355.993.160,45 55,59 600.005.646.014,17 _
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.218.522.247.055,00 677.355.993.160,45 55,59 600.005.646.014,17
Paj2k Daerah 1.188.522.247.055,00 672.462,837.506,00 56,58 596.316.675.898,77
Lain-in PAD yang Sah 30.000.000.000,00 4.893.155.654,45 16,31 3,688.970.115,40
BELANJA DAERAH 55.252.965.322,00 50.795.116.463,00 91,93 43,340.256.602,00 —
BELANJA OPERAST 54.224.508,758,00 50.179.946.463,00 92,54 43,003.433.602,00
Bearja Pegaeal 38.209.166.972,00 35.050.017.128,00 9un 30.724.452.511,00
Belanjs Barang Can Jas2 16.015.421.786,00 15.129.929.335,00 M7 12.278.981.091,00
BELANJA MODAL 1.028.376,564,00 615.170.000,00 59,82 336.823.000,00
Beianja Mocal Peraiatan dan Mesin 1.028.376.564,00 615.170.000,00 59,82 307.440.000,00
Belanja Mocal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 29.383.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.163.269.261.733,00 626.560.876.697,45 53,86 556.665.389.412,17
SISA LEBIH N (SILPA) 1.163.269.281.733,00 626.560.876.697,45 53,86 556.665.389.412,17
Lubuk Pakam, 31 Desember 2021
PENGGUNA ANGGARAN
M. TIMUR TUMANGGOR, 5.508,M.AP
/ e NI 19731211 199303 1 005
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Urusan Pemerintahan

502 KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD 5-02 0-00.0-00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Unit Organisasi 5-02.0-00.0-00.02.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi 5-02.0-00.0-00.02.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
[xooe Rexenma URAIAN ANGGARAN ’ REALISAS! 2023 o | reausas SBJ
4 PENDAPATAN DAERAH 1 1275.083.193.305,00 801.699.510.986,22 | 62,87 | 771.170.171.550,26 |
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.275.083.193.305.00 | 801.609.510.966.22 | 6287 | T71.170.171.550.28 |
4.1.01 Pajak Daerah | 1.268.083.193.306,00 | 797.734.218.178,00 | 6291 787 658.224 719,40 |
4104 Lain-ain PAD yang Sah | 7.000.000.000,00 | 3.965.202.788.22 | 56.85 | 3.511.046.830,86 |
5 BELANJA DAERAH - 63.224.358.779,00 | 59.103.875.292,00 | 93.48 | 57 427 52830100 |
5.1 BELANJA OPERASI | 61.638.007.657,00 | 57.863.484.292,00 | 93.55| 55.069.886.301,00 |
51.01 Belanja Pegawai | 41.162.347.565,00 | 39.061.345.266,00 | 94,90 | 38.013.839.576,00 |
51.02 Belanja Barang dan Jasa | 20.475.660.092,00 | 18.602.119.026,00 | 90.85 | 17.955.826.725,00 |
52 | BELANJA MODAL | 1.586.351.122,00 | 1.440.411.000,00 | 90,80 | 1.457.860.000,00 |
5202 Beiznja Modal Peralatan dan Mesin | 1.456.551.122,00 1.311.915.000,00 | 9007 1.457.860.000,00 |
5203 Modal g dan | 79.800.000,00{ 79.598.000,00 | 99.74 | 0,00|
5206 | Belanja Modal Aset Lainnya | 50.000.000,00 | 48.900.000,00 | 9780 0,00|
| | SURPLUS | DEFISIT | 1.211.858.834.526,00 742.595.835.674,22 | 6128 713.742.845.249.26 |
[ SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN | 1.211.858.834.526,00 | 742.596.835.674,22 | 61,28 713.742.845.249,28 |

Lubuk Pakam, 31 Desember 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 196912131990101002
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan e Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan T 4.04 Keuangan
Unit Organisasi : 4.04.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01 BADAN PENDAPATAN DAERAH
ANGGARAN REALISAST REALISAST
NO. URUT URAIAN (%)
_ 2022 2022 2021
4 PENDAPATAN DAERAH 1.206.597.247.055,00 771.170.171.550,26 63,91 677.355.993.160,45 ﬂ
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 771.170.171.550,26 63,91 677.355.993.160,45
4.1.1 Pajak Daersh 767.658.224.719,40 63,89 672.462.837.506,00
4.1.4 Lzin-iain PAD yang Sah 3.511.946,830,86 70,24 4,893.155.654,45
s BELANJA DAERAH 60.644,468.044,00 _ 57.427.526.301,00 _ 94,70 ~ 50.795.116.463,00 w
5.1 BELANJA OPERAST 58.729.737.928,00 55.969.666.301,00 95,30 50.179.946.463,00
S 3.4 Beianja Pegawal 38.563.212.086,00 38.013.839.576,00 98,58 35.050.017.128,00
3252 Belanja Barang dan Jas2 20.166.525.842,00 17.955.826.725,00 89,04 15.129.929.335,00
5.2 BELANJA MODAL 1.914,730.116,00 1.457.860.000,00 76,14 615.170.000,00
si3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.914.730.116,00 1.457.860.000,00 76,14 615.170.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 1.145.952779.011,00 | 713742.645.249.26 | 2.8 | 626.560.876.697,45 |
| T 1 —
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.145.952.779.011,00 _ 713.742.645.249,26 d 62,28 ~ 626,560.876.697,45 ,
- t t — |
Lubuk Pakam, 1 Januari 2022
PENGGUNA ANGGARAN
MUHAMMAD SALIM SP. MS.|
NIP. 19710616 199803 1 009
\ 2 m—_ \.
e e e —— I'ii -




TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021, 2022, DAN 2023

__—\ ~
Nomor | JENISPAJAK ANGGARAN [ REALISASI 2021 %
g Bl LRA 7.647.975.000,00 4.568.731.781,00 | 59,74
g5 |Baisk BestamioLRA 38.000.000.00000 | 21.692.359.275,00 | 57,09
3 l)n.nlt Hiburan - LRA 4.000.000.000.00 | 1.451.776.607,00 | 36,29 |
E Pajak Ifcklumc - LRA 15.000.000.000.00 10.996.152.449,00 | 73.31
5 {’E\k Penerangan Jalan - 295.105.000.000,00 183.793.206.292,00 | 62,28
(= Pajak Parkir - LRA 11.000.000.000,00 4.111.433.217,00 | 37,38
7 Pajak Air_Tanah - | RA 19.000.000.000,00 6.390.450.844,00 | 33,63
s Pajab;\ Sarang Burung Walet 50.000,000.00 17.700.000,00 | 35,40
9 Pajak Mineral Bukan 36.000.000.000,00 5.182.008.132,00 | 14,39
Logam dan Batuan - | RA
10 Pajak Bumi dan Bangunan 512.719.272.055,00 192.217.130.174,00 | 37,49
Pedesaan dan Perkotaan -
LRA
n Bea Perolehan Hak Atas 250.000.000.000,00 242.041.888.735,00 | 96,82
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) - LRA
. JUMLAH 1.188.522.247.055,00 672.462.837.506,00 | 56,58
s t:;:n';;" PADyangSAH | 14 000.000.:000,00 4.893.155.654,45 | 16,31
13 Penerimaan
Komisi,Potongan atau 114.063.399,00
Bentuk Lain
14 Pendapatan Denda Pajak 2.055.842.08
Hotel N
15 Pendapatan Denda Pajak 86.671.592.98
Restoran A
16 Pendapatan Denda Pajak 6.815.897.00
Hiburan d
17 Pendapatan Denda Pajak 18.953.459,00
Reklame
18 Pendapatan Denda Pajak 8.848.213,50
Parkir
19 Pendapatan Denda Pajak 55.549.112,89
ABT
20 Pendapatan Denda Pajak 36.000.00
Sarang Burung Walet
2 Pendapatan Denda Galian C 252.000.00
%) Pendapatan Denda PBB P2 30.000.000.000,00 4.587.001.047.00 | 15.30
23 Lain-lain PAD yang SAH 12.909.091,00
%U‘Tn& = 1.218.522.247.055,00 677,335,993.160,45 | 55,59




[NIS PAJAK ANGG
@ 2 GGARAN REALISASI 2023 | %
| Pajak lotel - LRA g
—10.000.000.000,00 |  9.093.789.233,00 | "
/ pajak Restoran - LRA p—
: e 49 ;
- — - 49.142.500.000,00 | 43.622.306.334,00 | " " |
7 Pajok Hiburan - LRA /EEEE— 337
e i 9.980.000.000,00 | 8.320.462.550,00 | """ |
1 pajok Reklame - LRA L I s6.47
A 20.125.000.000.00 | 11.364.920.136,00 | "
q pajok Pencrangan Jalan - LRA N 12.22
L ”TMOWQOO 213.042.327.681.00 | '~
8 pajak Parkir - 65
B e ——— 18.345.000.000,00 | 11.309.022.817,00 e
7 Pajak Air Tanah - LRA " P
' .700.000.000, 579.516.910,00 | ~*
\/ Pajak Sarang Burung Walet - 00 | _10:579.516.9 -
‘ LRA 3.086.250.000.00 710000000 | °
~— [ Pajak Mineral Bukan Logam dan T -
Batuan - LRA 16.000.000.000.00 | 2.564.438.695.00 | %
ll]/" Pajak Bumi dan Bangunan =
Pedesaan dan Perkotaan - LRA 565.704.443.305,00 | 220.558219.773.00 | >*
" | Bea Perolchan Hak Atas Tanah g
dan Bangunan (BPHTB) - LRA 260.000.000.000,00 | 267.272.114.049.00 ?
& UMLAH /'/—“‘ - 62,91
. < 1.268.083.193.305,00( 797.734.218.178.00 ) °
7| Lain-lain PAD yang SAH = ————r i
Lainnya 7.000.000.000,00 |  3.965.292.788,22 | "
7| Pencrimaan Komisi,Potongan
\ atau Bentuk Lain 15.368.815,10
| il
14| pendapatan Denda Pajak Hotel icfimsnn
| 15 Pendapatan Denda Pajak
Restoran 76.656.299,00
|
16 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 49.581.047.00
17 Pendapatan Denda Pajak
Reklame 16.657.473.54
| pendapatan Denda Pajak Parkir .
" | Pendapatan Denda Pajak ABT 35.954.713,58
20 Pendapatan Denda Pajak Sarang
‘ Burung Walet
' | Pendapatan Denda Galian C  ——
|2 da PBB P2 53,50
Pendapatan Denda 7.000.000.000,00 |  3.744.792.052,00
3 Lain-lain PAD yang SAH
Lainnya LRA
62,87
TOTAL 1.275.083.193.305,00 | 801.699.510.966,22

» (A2,




JENIS PAJAK [ANGGARAN ———
‘!‘“//'1 Pajak Hotel - LRA % REALISASI 2022 %
— ajk Restoran- LRA Tﬂsob‘oifo(‘)gﬂl 5.997.886.543.00 | 72,72
Aok Fiburan - LRA ] mw 35.612.706.786.00 | 91,90
ek Reklame - LRA |77 500'000-0‘(;((;&’9 623124547400 | 119,83
—Pajak Pencrangan Jalan - | m\ﬂg 11.283.642.306,00 | 64.48
n 295.108
ol LR_Ak T T Mom 203.334.563.003,00 | 68,90
Pajok Parkir - LRA___ | 13.000.000,000,00 | 6
= . ) 645.503.456.00 | 51.12
] [ Pajak Air Tanah - LRA 18.000.000.000,00 22.128.115.376,40 | 122,93
Pajak Sarang Burung Walet . = >
_LRA 5.000.000,00 10.600.000,00 | 14,13
~ Pajak Mineral Bukan S
Logam dan Batuan - LRA 30.000.000.000,00 1.042.473.810,00 | 3,47
7 [ Paiak Bumi dan Bangunan | ]
[ﬁfia““ dan Perkotaan- | 507.219.272.05500 | 217.199.292.039.00 | 42,82
1/‘ Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 268.500.000.000,00 258.172.195.926,00 | 96.15
BPHTB) - LRA ? *
_4SE
JUMLAH 1.201.597.247.055,00 767.658.224.719,40 | 63,89
6/ Lain-lain PAD yang SAH T :
{alaivi 5.000.000.000,00 3.511.946.830,86 | 70,24
13/'— Penerimaan
Komisi.Potongan atau 71.669.707,58
Bentuk Lain
% | Pendapatan Denda Pajak
i 8.046.747,00
T | Pendapatan Denda Pajak
Restoran 66.220.810,00
16 Pendapatan Denda Pajak
Hiburan 51.553.980.00
1 (5] Pendapaminendd Lk 24.373.143,78
Reklame e
Parkir Cindi i
19 Pendapatan Denda Pajak 75.552.533.50
ABT M
0 Pendapatan Denda Pajak 150.000,00
| Sarang Burung Walet
2! Pendapatan Denda Galian C 661.360,00
2| Pendapatan Denda PBB P2 5.000.000.000,00 3.200.796.526,00 | 64,02
3 Lain-lain PAD yang SAH
Lainnya LRA
____[TOTAL 1.206.597.247.055,00 771.170.171.550,26 | 63,91

&5



e .
e
-

8.1.4

5.1.6
5.7
5.1.8
.21
5.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
5.26
8.3.1
8.3.2

8.4.1

URAIAN
"XEGIATAN OPERASIONAL ¥
PENDAPATAN - LO X T o]
; e
. s L IR, XX rTy 252,644 909.21 17

PENDAPATAN ASLI DAERAH 501 [ oo —

Pajak Daerah - 1O TXREY; ‘aso’ 10,605,946, 79) 1,073,726,540,660.81] 22, 264,065 285,90} 2
Retribusi Dacrah 10 AL 926578, 70 4] 818,554, 111,559,000 32,972,467, 1414 3
Hasl Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang 541119 3’:"77"5““’ 0847.153926.00  12.312.572.589.00) »9
Dipisahkan - 10 L6002 8740871100 2,186,079, 785.00 104
Lain Lain PAD Yang Sah <10 541114 1

X —— 1 . 242,

PENDAPATAN TRANSFER - LO Sa112 TM%M_S | 200.457.786 464.81] -20,214,854,659.48 9.
Pendapatan Transter Pemerintah Pusat 10 [5.4.1125 —lmm___ﬂm‘m | 2.276.193,588,246.00) 279,662,418, 23400 u_gl
pendapatan Transfer Antar Daerah - 10 341122 uummon ] BR800 2080722 8620 1

IR0,012,192001 357,894,215, 720,000 “12,5904,210,528 00) 361

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 54113 memoree—d

113

SN-10 6863005885000 82556.674,595.77] -35,693,638,710.77 43.24
Pendapatan Hibah - LO SI-LLJII—W
Lain ain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan | 541133 B63.005,885.00  82,556,674,595.77] -35,693,638,710.7] 412}
Peraturan Perundang Undangan - LO 000 0.0 0.00 0.00

BEBAN

::len 3447,677.723,590.39) 3,1,742.123,226.73]  316.935,600,%3.64 10.12
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kami mclukjuknn riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan

gu‘[‘:]n(s g\l:h;r yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata
a .

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara tersebut adalah:

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa
Npm 12105170076

Program Studi : Akuntansi

Semester : VIII (Delapan)

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli
Dacrah Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan ( Studi Badan Pendapatan
Dacrah Deli Serdang)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu *alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

\?9 uv\“\ci
i., SE.. MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502
Tembusan :

1. Pertinggal

e
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DS v

92




R ——

MAJELIS PENDIDIK A x TINGGE PENELITI AN yan

& PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADE

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

~ UMSU Terskreditan! Ungyul o
T Bordusark sy i
U I“l SU Pusat Administrast Jalan TORATKaN Koputusan Badan Akreditesi Nasional Porgurvan Tinggl No. 1748

O Mptebumpuaciy e B8 Ko, 3 Madan 20230 Tup. (001) 4622400 - 6224567 Fax. (061) 8625474 - 00D

st [ TEPTEI " foblumsu.ac.id Klumsumedan ™ dan )

3 l’l-'.NI:I'l'AI'AN DOSEN PEMBIMBING
ROPOSAL/ TUGAS AKHIR MAHASISWA

NOMOR : 2261/TGSMLI-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan

I‘cr.\c(\uun‘n permohonan judul penclitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi

Pada Tanggal <16 Juli 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa
’j’ PM 12105170076

Semester VIl (Dclapan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pencrimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan

Asli Dacrah Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan ( Studi Badan
Pendapatan Dacrah Deli Serdang)

Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, S.E., M.Si
Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UMSU.

2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar
Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

3. Tugas Akhir dinyatakan ” BATAL ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal :
22 Juli 2026

4. RevisiJudul .......

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Muharram 1447 H
22 Juli 2025 M

Tembusan :
1. Pertinggal
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JILJENDERAL SUDIRMAN NO. 2 LUBUK PAKAM — 20514

‘ A TEL. (061)- 7955788 FAX. (061)- 7955788 i
sk bapenda@-de“semanqkabAqo.id Laman: H(ttps://llaDenda.deliserdanqkab.qo.ld

tember 2025
omor : q(f)'ﬂ\ IL\()(,(, / mh | Sep
fal . Biasa
ympiran gt
erihal . lzin Riset

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

empat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
an Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 000.9/5464/BAPPEDALITBANG/202§
;nggal 01 Agustus 2025, perihal izin Riset Pendahuluan dan surat Dekan Fakultas Ekonomi
an Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2261/1.3-AU/UMSU-

5/F/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan, yang akan
jaksanakan oleh:

Nama - Putri Nur Hasanah Halawa

Alamat - JI. Merpati No. 23

NIP /NIM / KTP - 1273034810030001

Pekerjaan . Mahasiswa
. Prodi / Jurusan . Ekonomi dan Bisnis

Judul / Tema . Pengaruh Penerimaan Pajak Air dan Tanah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan
(Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Daerah / Lokasi . Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang
Lama . 3 (tiga) Bulan terhitung 29 Juli 2025 s.d 27 Oktober 2025
Peserta . Sendiri

Penanggung Jawab  : Dr. H.Januari, SE,MM,M.Si, CMA

Berkenaan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui yang
ersangkutan melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Del
jerdang. Setelah selesai melaksanakan Riset, agar menyampaikan hasil serta data-data
ang diperoleh kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
..... ATEN DELI SERDANG
SEKRBETARIS

BIMA

o7 618 200903 1 002




95

L8 A —
MAJLIS p:
(({;? UN,\,ERLﬁ,l',':?DII)IKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
= 7 5 MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

F TAS
8K Mg s AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

r BasriNo. 3 ® (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

<
=
)
<

\
)

-

JRITA ACARA SE
BE RA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

pada hari ini - Rabu, IS Oktober 295

lel: isele araks | > i
\si menerangkan bahwa : clah disclenggarakan seminar Proposal Program Studi

gunta!

qma " Putri Nur Hasanan

b, :2105170076

anpat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Oktober 2003

mal Rumah <J1. Alfalah RayaNo.15 B

dul proposal :Bpinglaruh Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan
erke

anjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening

(Studi Badan Pendapatan Daerah Del
. . . i : S d
Disetujui / tidak disetujui *) o

[
Item Komentar

,l“{“l ...................... Besenocanessdtonsosecsneassscocnssensonessasssencesesssseseassssasssasoraecrcre

Bab 1 . \\ﬁ : .\’.’.‘.')?‘.d.‘ .....................................................................................

LA IR = i R TS T T S s Ay S WeNe SRl M IO o301 1 e A DR i S
fadtear  PqUes\, cqmpec , dlan Glap anatses -
Bab [IIMEERES - || oo sains S o S S T BT AR s S e s ese s s b e s e e L s AT R e ARt e
¢ fhn  OUnaC
Lainnya lmﬁ'l ..... W %najv«h‘m ....... lotn ”LkU .............................
Kesimpulan |0 Lulus o

[ Tidak Lulus

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Kgqtua Sekretaris
Mhd. SharexaMlafik, SE, M.Acc Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pemifjmbing Petybanding
Elizar Sin; mbelaé M.Si Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

—
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(@ UN";‘\'}‘::;'S}"ICNI)II)IKAN TINGGI MUHAMMADIYAH

A RSIT AS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Ulﬁ.‘l IR Mk FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- P% Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

ZW (Al
wk PENGESAHAN PROPOSAL

Jasarkan hasil Seminar Proposal Program Studj iy [ et e
‘;n/'t'f 2025 menerangkan bahwa: R G

Wm : Putri Nur Hasanah

N‘M ‘ 12105170076

fempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Oktober 2003

umat Rumah +JI. Alfalah Raya No.15 B

udul Proposal ¢ Pengaruh  Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan

Berkelanjutan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening
(Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

proposal  dinyatakan  syah dan  memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi/ Jurnal Ilmiah
bengan pembimbing : Elizar Sinambela, SE, M.Si
Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR
a Sekretaris
MV
Mhd. Sha X, SE, M.Acc Nabilla Dwi Agingha, SE, M.Sc

Penfbimbi Pe g
Elizar Sigambela, SE, M.Si Mhd. Shareza¥af, SE, M.Acc

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan [

& 2
Assoc. Prof. Dr. Ade Gynawan, S.E., M.Si 7 S~ 202y —
NIDN : 0105p87601




MAJELIS pF
UNIVERSIT

- Kapt. Mukhar Basri No.3 Telp.

ENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
AS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

B FAKUI -TAS EKONOMI DAN BISNIS

(061) 6623301 Fax. (061) 6625474

\ o/

);;A

u»)\ ab) oy

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap
NPM
Program Studi

PUTRI NUR HASANAH
2105170076

AKUNTANSI

Konsentrasi AKUNTANSI PERPAJAKAN ’
Judul Penclitian PENGARUH PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH TER[{A([;)AA:
KINERJA KEUANGAN BERKELANJUTAN DEN >
PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIA e
INTERVENING (STUDI BADAN PENDAPATAN DAERAH D
SERDANG)
[ Item 7*.‘ Hasi &ﬂ[:nﬂ Tanggal | Paraf Dasen
S aat Vi 1 Ny Thﬂ -
o w&‘” e %laL ? %
BAB 1 Qgﬁm wﬁr’eda m W 7
A W"‘“‘”"" IR A /N
BAB 2 - rg Taw UMM K a‘@%\t‘-‘ 4.7 '
e -hipoten - h g
aﬂxxt}‘n \u@ﬂmh)(‘ U‘M?W ‘QV‘V %r i A
BAB 3 G gﬁsu Yra&:l:@ ¥ & 7 -U
D - / /
Daftar Pustaka |~ b h \M‘ D"\'W [‘Tur}‘["&‘ N2 % G %
7
Instrumen ?Q/W D,\}y \.g Aler lewk - 7,% % %/ :
Pengumpulan | _ %.:L( b= i f
Data Penelitian % “_, W f
Persetujuan 'Y’J*"’“ wa' " .
Seminar g 00 g §Z.~M\—lwk Z’o'm—
Proposal

/ Medan,  September 2025

Diketahui{ Disetujui

Ketua Progr:

(Muhammad Sha

tudi Akuntansi

b Matiz S.E, M.Acc)

Disetujui Oleh:
Dosen Pefnbimbi

!

8
(Elizar Singmbela, S.E., M,Si)
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MAJELIS piN ¢
DIDIKAN 11 NGGL PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MU AAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditas( Ungmul Ber

VT Gasarkan Keputusan Badan Akreditasl N i Mo, 174 SIBAN PTALPYJPTIIZ024
Pusat Administ redilasl Navional Perguraan Tingg
M S U Ciinga s Jlan WM Basr Mo, 3 Medan 20238 Telp, 081) 6622400 - 6224867 Fax. (061) S628474 - 8631003
‘,AIIV"F"II hitp:ifeb.umsu.ac.id ™ fobiy acid 0 4 a X o - o
Nomor ;3339113 AUUMSU-05//2025 Medan, 16 Jumadil Awal 1447 H
Tl . 07 November 2025 M
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Pimpinan

Badan Kesatuan Bangsa Dan Poligik
JIn. Medan - Tebing Tinggi No.4 p
Di-

Tempat

Kabupaten Deli Serdang
crbarakan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dcl{g_an hormat, lcr_iring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat
wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas schari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu
untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang
bapak/ibu pimpin. guna untuk melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV —
V, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset
dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian
program studi Strata Satu ( SI ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
terscbut adalah:

Nama : Putri Nur Hasanah
NPM 12105170076
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penerimaan Pajak Air Dan Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Untuk Kinerja Keuangan Berkelanjutan (Studi Badan Pendapatan Daerah Deli
Serdang)

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ERS Y

NIV

Tembusan :
1. Pertinggal
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PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PUSAT PENG
/ i MEU'AINN(EIUB/'S/\NGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (P3UD)
7 Pos-el : bapenda@c K PAKAM, KECAMATAN TANJUNG MORAWA — 20362

@deliserdangkab.go.id Laman: https://bapenda,deliserdangkab-go'.Id
/——_\_/__—’_—_

Nomor K03 M |41e0/nm Tanjung Morawa, > November 2025
sifat . Biasa

Lampiran @ -

Hal : Menyelesaikan Riset

yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bjgni
. ; ISNis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

N '\czﬁgiaklzrguti Surat Saudara Nomor : 3339/11.3.AU/UMSU-05/F/2025 tanggal
ol 3?1/4066;202 25 Hal menyelesaikan Riset dan surat kami Nomor
40 5 tanggal 18 September 2025 Perihal Izin Riset di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdan d i di ikan kepada
Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama : 0 Begt Jame M i

Nama ¢ Putri Nur Hasanah
NPM © 2105170076
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir  : Pengaruh Penerimaan Pajak Air dan Tanah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah untuk Kinerja Keuangan berkelanjutan
(Studi Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang)

Telah selesai melaksanakan Riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 27 Oktober 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang

| Sekretaris,
LN

- ."l
il K

" Robet Jaksen Sembiring, S.T., M.Si
\\,f:{\’{“\m_u_\‘e\e bina / V/a
N SERNS
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1. DATAPRIBADI

Nama

NPM

Tempat dan Tanggal Lahir
2Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Anak Ke

Alamat

No. Telephone

Email

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah
Pekerjaan
Nama Ibu
Pekerjaan
Alamat

No. Telephone

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Putri Nur Hasanah Halawa

2105170078

Medan, 8 Oktober 2003

Perempuan

Islam

WNI

2 dari 3 Bersaudara

JI. Merpati No 23 Aek Manis Sibolga Selatan
082362885654

putrinurhasanah@gmail.com

Putra Kennedy Halawa
Nelayan

Fitriyani

Ibu Rumah Tangga

J1. Merpati No 23 Aek Manis Sibolga Selatan
082362885654

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi

: SD Negeri 081240

: SMP Negeri 3 Sibolga

: SMA Negeri 3 Sibolga

: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, November 2025

i

(Putri Nur Hasanah Halawa)
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MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

7 Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah inj :

Nama : Putri Nur Hasanah Halawa
NPM 1 2105170076
Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi ¢ Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh
Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Badan
Pendapatan Daerah Deli Serdang)” adalah bersifat asli (original), bukan hasil
menyadur secara mutlak karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan
ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini

dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,




